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KATA PENGANTAR
ﻢﯿﺣ ﺮﻟا ﻦﻤﺣ ﺮﻟا ?  ﻢﺴﺑ
Assalamu’alaikum wr.wb.
دﮭﺷاا .نﯾدﻟاو نﯾدﻟا روﻣا لﻋ نﯾﻌﺗﺳﻧ ﮫﺑو نﯾﻣﻟﺎﻌﻠﻟا بر ? دﻣﺣﻟا نا دﮭﺷا و ? ﻻا ﮫﻟا ﻻ نا
ﻊﺑ ﺎﻣا .نﯾﻌﻣﺟا ﮫﺑﺣﺻو ﮫﻟا لﻋو دﻣﺣﻣ لﻋ مﻠﺳو لﺻ مﮭﻠﻟا .ﷲ لوﺳر ادﻣﺣﻣ  
Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan 
hidayah-Nya, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah 
membawa kita alam kegelapan menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan 
doa yang disertai dengan usaha yang maksimal setelah melalui proses yang panjang 
dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
Keberadaan skripsi ini bukan sekedar pensyaratan formal bagi mahasiswa 
untuk mendapat gelar sarjana, tetapi lebih dari itu juga merupakan wadah 
pengembang ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan 
penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, 
penulis memilih judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi 
(Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B Tahun 2015)”. semoga 
kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi terhadap 
pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Dalam kegiatan perkuliahan 
dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, motivasi dan 
bimbingan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. 
sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.
iv
vBerkenaan dengan itu penulis patut mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis. Yaitu, 
Ayahanda Tajuddin dan Ibunda Mashuri, yang dengan penuh kasih sayang, 
pengertian dan diiringi doanya telah mendidik dan membesarkan serta mendorong 
penulis hingga sekarang menjadi seperti ini. Tak lupa saudara/i kandung Rosnaida, 
Saharuddin, Misbahuddin, Rosnidar, Darwan dan Darpin, juga segenap keluarga 
tercinta yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyusun skripsi 
ini.
Demikian pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya penulis sampaikan kepada:
1. Ayahanda Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar. Serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Ayahanda Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas 
Syari’ah dan Hukum, serta para Wakil Dekan dan jajarannya yang sudah turut 
berperan serta dan membantu saya atas penyelesaian skripsi ini. Kalaupun 
saya tidak menyebutkan nama, itu tidak mengurangi perhargaan saya kepada 
mereka. Semoga bantuan mereka berikan kepada saya menjadi amal baik dan 
amal salih mereka.
3. Ayahanda Dr. Supardin M.Hi., selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama 
sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus juga Dosen 
Pembimbing I Skripsi dan Ibunda A. Intan Cahyani., M.Ag., selaku Dosen 
Pembimbing II skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan 
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dan seluruh staf pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin 
Makassar yang telah banyak memberi bimbingan selama penulis menempuh 
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5. Kepala Perpustakaan pusat UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh stafnya 
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ABSTRAK
Nama : Restiana
Nim : 10100112056
Judul : Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi 
Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B Tahun 2015)
Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa tanah 
warisan melalui mediasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B pada Tahun 
2015? Pokok masalah tersebut dibagi dalam tiga sub masalah atau pertanyaan 
penelitian yakni: 1) Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah 
warisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B?, 2) Bagaimana implementasi 
dari putusan perdamaian yang diberikan oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas 
1B ?, dan 3) Bagaimanakah tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian 
sengketa warisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B ?
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan 
yaitu pendekatan yuridis dan sosiologis. Data ini diproleh dari hakim, mediator, 
panitera, dan staf administrasi Pengadilan Agama Watampone. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran 
berbagai literature atau referensi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 
melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian dan pengambilan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi dalam penyelesaian 
sengketa tanah warisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B sudah sesuai 
dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi yatu dilaksanakan pada saat 
sidang pertama dan menunjuk mediator terlebih dahulu untuk proses 
mendamaikannya, bilamana keduannya sepakat untuk mencabut gugatannya maka 
mediasi dikatakan berhasil,  dan apabila telah masuk dalam proses mediasi namun 
ada salah satu pihak yang tidak menginginkan hal tersebut atau telah beberapa kali 
dipanggil secara patut dan tidak pernah hadir dalam proses mediasi tersebut, maka 
mediasi dikatakan gagal dan mediator  yang di tunjuk memberikan keterangan secara 
tertulis berkaitan dengan proses mediasi yang gagal karena tidak adanya kesepakatan 
diantara para pihak. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari putusan 
perdamaian yang diberikan oleh Pengadilan Agama Watampone maka hasil mediasi 
yang dikuatkan dalam akta perdamaian mempunyai tiga macam kekuatan hukum 
yaitu disamakan kekuatannya dengan kekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan 
hukum eksekutorial dan putusan akta perdamaian tidak dapat banding dan kasasi. 
Dan sanksi bagi para pihak yang melanggar isi perjanjian atau tidak melaksanakan 
perjanjian yang telah disepakati maka dapat langsung dimintakan eksekusi kepada 
Pengadilan dan tidak memerlukan biaya lagi. Di Pengadilan Agama Watampone 
Kelas 1B, Tingkat keberhasilan mediasi masih kurang efektif disebabkan karena para 
pihak belum sepenuhnya sadar dan tidak semua yang berperkara itu mempunyai 
iktikad baik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Selain daripada itu masih 
terdapat banyak faktor seperti tidak adanya insentif dari Mahkamah Agung yang 
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diberikan kepada hakim yang berhasil memediasi para pihak sehingga ini juga 
menentukan efektifitas mediasi kedepan.
Implikasi penelitian ini adalah: 1) Dengan adanya proses mediasi di 
Pengadilan di kehendaki adanya peningkatan dalam proses peny
elesaian perkara utamanya dalam mediasi. Mediator harus berupaya 
melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal, agar para pihak 
merasa puas.  2) Penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan 
terhadap keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di 
Pengadilan Agama.
xiii
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah Negara yang meletakkan hukum sebagai 
supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep 
Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk 
mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam 
bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui 
perdamaian mediasi. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu 
yang diyakini dan terbukti dalam sidang Pengadilan.
Penegakan hukum khususnya hukum perdata materiil, maka diperlukan 
hukum acara perdata. Hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri lepas 
dari hukum acara perdata. Sebaliknya hukum acara perdata tidak mungkin berdiri 
sendiri lepas dari hukum perdata materiil. Kedua-duanya saling memerlukan satu 
sama lain.
Orang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali 
haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, yaitu melalui litigasi 
(Pengadilan). Di Pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan 
gugatan ke Pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan 
juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal 
persidangan ditentukan oleh ketua Pengadilan atau oleh hakim itu sendiri, apabila 
dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dan gugatan dinyatakan diterima 
2oleh pihak Pengadilan Agama, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, 
perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan.
Seperti yang tercantum dalam pasal 130 HIR (Herziene Inlandse 
Reglement) tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:
1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka 
Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan 
memperdamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu 
bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana 
kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat 
itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai 
putusan yang biasa 
3. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding. Jika pada 
waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu 
dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut 
dituruti untuk itu. 
Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh 
hakim dan jika hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan 
dalam berita acara persidangan. 
Upaya mediasi secara langsung merupakan suatu kewajiban yang memang 
harus dilakukan dalam proses persidangan. Hal ini dimaksudkan untuk 
mempermudah penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa demi 
memperoleh kesepakatan bersama dan memberikan suatu keadilan yang 
3bersumber dari perilaku aktif para pihak itu sendiri, beserta hal-hal yang 
dikehendaki dalam proses mediasi tersebut.
Nashruddin Salim mengatakan bahwa kewajiban hakim dalam 
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sejalan dengan tuntutan ajaran islam. 
Sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al Hujurat ayat 10. 
Terjemahnya:
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” 
Sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun 
oleh keimanan, kendati tidak seketurunan adalah bagaikan bersaudara 
seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman 
dan juga keterikatan bagaikan seketurunan; karena itu wahai orang-orang beriman 
yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok 
damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu apalagi 
jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang dan bertakwalah kepada Allah 
yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu 
maupun selainnya supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan 
dan kesatuan. 
Menurut Yasardin, keadilan merupakan salah satu kebutuhan hidup 
manusia. Apabila kemudian keadilan dikukuhkan ke dalam sebuah institusi 
hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi sarana agar keadilan itu dapat 
diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. Dalam konteks ini hukum 
4yang mempunyai peran yang paling penting untuk menjawab kebutuhan manusia 
akan keadilan tersebut, selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk 
merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan 
pada tahap perdamaian. 
Menurut Satjipto Raharjo, pembicaraan mengenai hukum, jelas atau 
samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita 
tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai pada wujudnya. Sebagai suatu 
bagian formal, kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi sebagai dari cita-cita 
keadilan masyarakat.”  
Berdasarkan hal tersebut, hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, 
menurut Geny dalam bukunya Ahmad Ali bahwa tujuan hukum semata mata 
untuk keadilan. Begitu pentingnya asas keadilan sehingga Al-Quran mengulangi 
kata keadilan lebih dari seribu kali.  
Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pasal 24 ayat (1), (2), dan 
(3) disebutkan bahwa :  
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan 
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, 
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi.
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam Undang-Undang.
Keadilan merupakan inti dari hukum dan keadilan berujung pada putusan 
Pengadilan. Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman 
(judicial power) yang berperan: 
5(1) Sebagai katup penekang (pressure valve) atas segala pelanggaran hukum 
dan ketertiban masyarakat,
(2) Oleh karena itu, peradilan masih tetap relevan sebagai the last resort atau 
tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis 
masih diandalkan sebagai bahan yang berfungsi dan berperan 
menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice).
Salah satu asas Peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI No 48 tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelesaian perselisihan (sengketa) perdata 
yang sederhana, cepat dan biaya ringan adalah dambaan kita semua. Dambaan itu 
sendiri oleh pembuat Undang-Undang di Negara Republik Indonesia. Upaya 
penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan Agama melalui 
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dinyatakan dalam 
pasal 58 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 60 Undang-Undang tersebut bahwa :  
(1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian 
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 
pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
(2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan pada 
kesepakatan tertulis.
(3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat 
final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.
Dalam Pasal 130 HIR atau 154 R.Bg, juga dikenal dengan adanya upaya 
penyelesaian sengketa secara damai yang kemudian diatur dalam Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan yang telah di perbaharui menjadi PERMA No 1 tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan sebagai standar umum bagi pedoman pelaksanaan mediasi yang 
6diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Adapun peraturan 
Mahkamah Agung tersebut sebagai revisi dari apa yang telah terkandung di dalam 
peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 tentang Proses Mediasi di 
Pengadilan dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi berdasarkan 
evaluasi di Pengadilan. Oleh karena itu setiap Pengadilan tingkat pertama, baik 
Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus menerapkan apa yang 
diamanatkan oleh PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di 
Pengadilan.
Sejak diterbitkannya PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di 
Pengadilan, maka mediasi merupakan suatu kewajiban dalam proses  gugatan di 
Pengadilan.  Mediasi  merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang 
lebih cepat dan murah, serta memberikan akses yang lebih besar kepada para 
pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. 
Mediasi juga diwajibkan, karena dengan tidak dilaksanakannya mediasi, maka 
perkara tersebut batal demi  hukum. (Pasal 2 ayat (3) PERMA No 1 Tahun 2008 
tentang Proses Mediasi di Pengadilan).
Upaya mediasi secara langsung merupakan suatu kewajiban yang memang 
harus dilakukan dalam proses persidangan. Hal ini dimaksudkan untuk 
mempermudah penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa demi 
memperoleh kesepakatan bersama dan memberikan suatu keadilan yang 
bersumber dari perilaku aktif para pihak itu sendiri, beserta hal-hal yang 
dikehendaki dalam proses mediasi tersebut.
7Penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efesien dan efektif. 
Itu sebabnya pada masa sekarang ini, berkembang berbagai cara penyelesaian 
sengketa di luar Pengadilan, yaitu dikenal Alternative Dispute Resulotion (ADR), 
dalam berbagai bentuk seperti: 
1) Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi di antara para pihak, 
sedang para pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai 
penolong dan fasilitator.
2) Konsiliasi (conciliation) melalui konsiliator, pihak ketiga yang bertindak 
sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian.
3) Expert determination, menunjuk seorang ahli memberi penyelesaian yang 
menentukan. Oleh karena itu, keputusan yang diambilnya mengikat para  
pihak.
4) Mini trial, para pihak sepakat menunjuk seorang advistor yang akan 
bertindak untuk memberi opini kepada kedua belah pihak. Opini 
diberikan oleh advisor setelah mendengar permasalahan dari kedua belah 
pihak. Opini tersebut berisi kelemahan dan kelebihn masing-masing 
pihak, serta memberi pendapat bagaimana cara penyelesaian yang harus 
ditempuh para pihak.
Mediasi sebagai ADR merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa 
yang lebih cepat dan murah , serta dapat memberikan akses yang lebih besar 
kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa 
keadilan. Dengan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan 
dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan 
perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksilmalkan fungsi lembaga 
Peradilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses Pengadilan yang 
bersifat memutus (ajudicative). 
Menurut Gary Goodpaster dalam bukunya Rachmadi Usman, mengatakan 
bahwa “Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar 
yang tidak memihak (impartial) dan netral bekcrja dengan pihak yang bersengketa 
8untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan 
memuaskan”  
Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi 
kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya capabila 
mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di 
persidangan hasil perdamaiannya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah 
tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai.
Sayangnya usaha perdamaian tidak selalu berhasil pada tahap mediasi, hal 
ini dikarenakan adanya rasa tidak adil yang dialami oleh pihak yang berperkara, 
sehingga mereka memilih untuk tidak berhenti pada tahap mediasi dan 
meneruskan perkara mereka pada tahap litigasi. Perkara tersebut dengan terpaksa 
dilanjutkan dengan proses litigasi dan pemilihan hakim baru yang ditunjuk oleh 
Ketua Pengadilan.
Proses litigasi yang dilakukan oleh pihak yang berperkara tidak selamanya 
diakhiri dengan kemenangan atau kekalahan. Ada beberapa perkara yang pada 
tahapan mediasi gagal untuk mencapai perdamaian, namun pada tahapan litigasi 
para pihak yang berperkara mencapai perdamaian. Salah satu contoh sengketa 
tersebut terjadi pada sengketa tanah warisan, dimana pada awal tahapan mediasi 
perkara tersebut gagal untuk mencapai perdamaian namun pada akhirnya sengketa 
tersebut mampu berakhir dengan dicapainya perdamaian pada tahap litigasi.
Berkaitan dengan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusun 
9skripsi yang akan diberi judul tentang: “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan 
Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B Tahun 2015.”
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi 
yakni: ” Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B).”
“Penyelesaian” berasal dari kata selesai berarti menyelesaikan, di dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelesaian merupakan proses atau cara 
pembuatan untuk menyelesaikan. 
“Sengketa” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang 
menyebabkan perbedaan pendapat atau pertentangan,  jadi yang dimaksud 
sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu 
atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang 
sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu 
dengan yang lain.
“Tanah” yang dimaksud dalam tulisan ini suatu area/wilayah yang 
merupakan daerah daratan ataupun lapisan bumi yang dapat ditempati dan 
digunakan bagi kepentingan pemiliknya. Menurut UUPA tentang Peraturan 
Pokok-Pokok Agraria bahwa pengertian tertera pada Pasal 1 Undang-Undang No. 
5 Tahun 1960 yaitu tanah maksudnya adalah dalam pengertian bumi selain 
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permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di 
bawah air. 
“Warisan” berasal dari kata waris, yang berarti orang yang berhak 
menerima harta dari orang yang telah meninggal. Warisan di dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang di wariskan seperti harta, tanah dan lain 
sebagainya. 
“Tanah Warisan” adalah bagian dari harta peninggalan berupa benda tidak 
bergerak milik pewaris yang akan diwariskan kepada para ahli waris. 
“Mediasi” adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak 
ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang 
membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang 
diterima oleh kedua belah pihak. 
Sementara pengertian Pengadilan Agama tercantum dalam 
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pasal 1: 
1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang 
beragama Islam. 
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan tinggi 
agama di lingkungan peradilan agama.  
Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan 
Agama adalah lembaga yang berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan sengketa orang yang beragama Islam.
Setelah kita mengenal pengertian dari setiap kata-perkata yang digunakan 
dalam judul, maka fokus penelitian didalam skripsi ini adalah: bagaimana 
Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus di 
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Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B), serta bagaimana implementasi dari 
putusan perdamaian yang diberikan oleh Pengadilan Agama.
2. Deskripsi Fokus
Penelitian  ini dilaksanankan di Pengadilan Agama Watampone, Jln. 
Laksamana Yos Sudarso No. 49 A. Kabupaten Bone dan mengambil batasan 
objek penelitian dari kalangan Hakim baik laki-laki maupun perempuan yang 
berada di Pengadilan Agama setempat.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 
dalam masalah pokok yaitu “Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan 
Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Watampone”, dan kemudian penulis lebih 
lanjut menjabarkan dalam sub masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di 
Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B?
2. Bagaimana Implementasi dari putusan perdamaian yang diberikan oleh 
Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B?
3. Bagaimanakah tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian 
sengketa warisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B ?
 D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu
Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang 
berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini, diperoleh beberapa hasil penelitian 
maupun buku yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:
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1. Abdul Manan, dalam karyanya Buku (Penerapan Hukum Acara Perdata di 
Lingkungan Peradilan), buku ini sangat membantu untuk mengetahui 
prosedur dalam upaya perdamaian di Pengadilan dan proses penyelesaian 
sengketa
2. Suhrawati K. Lubis dan Komis Simanjuntak, dalam karyanya Buku 
(Hukum Waris Islam), buku ini sangat membantu dalam menentukan 
masing-masing bagian ahli waris.
3. Gunawan Widjaya, dalam karyanya buku (alternatif penyelesaian 
sengketa), buku ini sangat membantu para mediator dalam menyelesaikan 
suatu perkara.
4. Jimmy Joses Sembiring, dalam karyanya Buku (Cara Menyelesaikan 
Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)
5. D.Y Witanto, dalam karyanya Buku (Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara 
Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut 
PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)
6. Sukadana, I Made dalam karyanya Buku (Mediasi Peradilan: Mediasi 
Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan 
Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan)
Selain dari buku diatas, penulis juga mempersiapkan beberapa rujukan 
yang lain, seperti Undang-Undang Peradilan Agama, dan buku-buku yang 
berkaitan dengan pembahasan ini. Sehingga penulis dapat dan mampu 
memaparkan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan 
Melalui Mediasi Di  Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B Tahun 2015.” 
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Mengingat judul ini belum pernah ada yang membahasnya dalam bentuk karya 
ilmiah, serta beberapa rujukan diatas juga hanya berpaku pada penyelesaian 
sengketa. Dengan demikian, maka tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan 
obyektivitasnya juga diharapkan menjadi cakrawala baru dalam kajian tentang, 
Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi Di  Pengadilan Agama 
Watampone Kelas 1B.
E. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Secara umum skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian 
studi pada perguruan tinggi. Oleh karna itu penulis mempunyai satu kewajiban 
secara formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara 
khusus penelitian ini bertujuan:
a. Untuk mengetahui lebih lanjut akan proses mediasi dalam penyelesaian 
sengketa tanah warisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B
b. Untuk mengetahui implementasi dari putusan perdamaian yang diberikan oleh 
Pengadilan Agama.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Kegunaan Teoretik 
Sebagai Referensi dalam mengembangkan teori atau konsep dan 
ilmu pengetahuan tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah 
warisan, khususnya kegunaan dan dampak yang ditimbulkan mediasi 
tersebut.
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b.  Kegunaan Praktis 
Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan penyelesaian 
sengketa tanah warisan melalui mediasi di  Pengadilan Agama Watampone.
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian Mediasi 
Dalam Mediasi disebutan bahwa secara etimologi mediasi berasal dari bahasa 
latin, mediare yang berarti berada di tengah, yang menunjukkan makna peran yang 
ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi 
dan menyelesaikan sengketa para pihak. Secara terminologi mediasi berarti proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak. Secara terminologi mediasi 
berarti proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak dengan dibantu 
oleh pihak ketiga sebagai mediator. Bahwa kewenangan pengambilan keputusan 
sepenuhnya berada di tangan para pihak, mediator hanyalah membantu para pihak di 
dalam proses pengambilan keputusan agar supaya pengambilan keputusan menjadi 
lebih baik sehingga menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh mereka yang 
bersengketa.1 
Pengertian mediasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa 
mediasi adalah sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga ke dalam penyelesaian 
suatu perselisihan sebagai penasihat.2 Pengertian mediasi tersebut ada tiga unsur yang 
penting dipahami. Pertama, mediasi sebagai proses penyelesaian perselisihan 
sengketa dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian 
                                                 
1 Syahriwijaya, “Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Di Pengadilan 
Agama Bulukumba Kelas II B”, Tesis (Makassar: Program Pasca Sarjana UMI, 2015), h. 10  
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV Cet. I; (Jakarta: 
PT Gramedi Pustaka, 2008), h. 932. 
17 
 
sengketa adalah pihak-pihak yang berasal diluar pihak yang bersengketa. Ketiga, 
pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasihat dan 
tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. 
Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak ketiga 
yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk 
membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan 
proses litigasi ataupun arbitrase, dimana mediator tidak mempunyai wewenang untuk 
memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan 
sengketa yang dipercayakan kepadanya untuk difasilitasi. 
Dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  
yang  dimaksud Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang 
berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 
sengketa (pasal 1 ayat 5). Sedangkan Mediasi adalah  penyelesaian sengketa melalui 
proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (pasal 1 ayat 6).3 
Dalam pasal 1851 KUHPerdata : 
“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan 
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu 
perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”.4 
Pengaturan mengenai mediasi dapat kita temukan juga dalam ketentuan pasal 
6 ayat (3), pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) UU No. 30/1999. Ketentuan mengenai 
mediasi yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) UU No. 30/1999 merupakan suatu proses 
                                                 
3 Lihat PERMA Nomor 2 Tahun 2003 
4 Lihat KUHPerdata  
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kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negoisasi yang dilakukan oleh para pihak 
menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No. 30/1999. 
Menurut rumusan dari pasal 6 ayat (3) UU No. 30/1999 juga dikatakan bahwa 
atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui 
bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. 
Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 
pada kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian ada satu pola umum yang 
dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian 
sengketa diantara para pihak. Mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau 
mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai 
pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak.5 
Mediasi adalah suatu proses negoisasi untuk memecahkan masalah melalui 
pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang 
bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa 
tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu 
menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan "Mediator".6 
B. Peranan Mediator 
Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian 
                                                 
5 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002) 
h. 91-92. 
6 Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif penyelesaiaan Sengketa Bisnis, (Bandung, Citra 
Adtya Bakti ,2000) h. 47. 
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sengketa, maka ia harus memenuhi pensyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan 
bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal 
mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam 
menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para 
pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. 
Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator 
dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani. 
Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain: kemampuan 
membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak 
menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pertanyaan yang 
disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju 
dengan pernyataan tersebut. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap 
mental seorang mediator yang harus ditunjukan dalam proses mediasi. Mediasi 
sebenarnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak, berupa 
berbedanya kepentingan. Seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu 
mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak kearah suatu consensus.7 
Di samping persyaratan di atas, mediator harus memiliki kemampuan 
komunikasi yang baik, jelas, dan teratur, serta mudah dipahami para pihak karena 
menggunakan bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang dipakai mediator dalam 
menjalankan kegiatan mediasi adalah kalimat yang tidak menimbulkan ambiguitas 
                                                 
7 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional 
(Jakarta: Kencana, Edisi 1, Cet 2, 2011), h.60-61 
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dan membuka peluang salah tafsir dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dijaga oleh 
mediator, karena penggunaan bahasa yang keliru akan membawa kesulitan bagi 
dirinya dan para pihak dalam menjalani proses mediasi lebih lanjut. 
Pensyaratan diatas adalah pensyaratan mediator dalam kaitannya dengan 
kemampuan interpersonal. Pensyaratan ini tidak cukup bagi seseorang untuk menjadi 
mediator, karena ia harus didukung oleh pensyaratan lain yang berkaitan dengan para 
pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Pensyaratan lain terdiri 
atas:8 
1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak 
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan 
derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa 
3. Tidak memiliki hubungan darah dengan salah satu pihak yang bersengketa 
4. Tidak mempunyai kepentingan financial, atau kepentingan lain terhadap 
kesepakatan para pihak 
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya 
 
Peran penting seorang Mediator dapat digambarkan sebagai berikut : 
1. Mediator harus berada di tengah para pihak, Mediator bertindak sebagai 
pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak. 
2. Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang 
bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula 
bertindak dan berperan pemberi nasihat hukum (to give legal advice), juga 
tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (counsellor) atau mengobati 
(the rapits) melainkan hanya berperan sebagai penolong (helper flore). 
                                                 
8 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional h.64-
65 
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3. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang Mediator 
yang baik harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukan 
kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu 
mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan 
bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang 
kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri. 
4. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mugkin pembicaraan 
pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan 
secara langsung ke arah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian. 
5. Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan 
dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia 
(confidentil information), oleh karena itu Mediator harus memegang teguh 
kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa. 
6. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (compromis 
solution), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang 
menang, tetapi sama-sama menang (win-win).9 
C. Peranan Masyarakat Dalam Mediasi 
Telah diketahui, pemeran utama dalam mediasi adalah pihak-pihak yang 
bersengketa atau yang mewakili mereka. Mediator dan hakim semata-mata sebagai 
fasilitator dan penghubung untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang 
                                                 
9 M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian 
Sengketa, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997) h. 199-201. 
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bersengketa. Mediator atau hakim sama sekali tidak dibenarkan menentukan arah, apa 
lagi menetapkan bentuk maupun isi penyelesaian yang harus diterima para pihak. 
Namun mediator atau hakim diperbolehkan, menawarkan pilihan-pilihan berdasarkan 
usul-usul pihak-pihak yang bersengketa sekedar mendekatkan perbedaan-perbedaan 
untuk menemukan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. 
Mengingat keharusan peran pihak-pihak yang bersangkutan dan pembatasan 
peran mediator atau hakim, secara sosiologis penyelesaian sengketa melalui mediasi 
dapat disebut penyelesaian sengketa dari dan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat 
berperan menyelesaikan sengketa mereka sendiri. Dengan cara-cara tersebut 
diharapkan penyelesaian akan lebih memuaskan setiap pihak yang bersengketa. 
Kalaupun ada kemungkinan unsur “mengalah”, yang lahir dari prinsip “take and 
give”, hal itu lahir dari kemauan atau kehendak sendiri.  
Sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa dari dan oleh masyarakat, 
mediasi dapat dipandang sebagai pranata sosial (social institution), bukan pranata 
hukum (legal institution). Dengan demikian perkembangan atau keberhasilan mediasi 
sangat tergantung pada sikap sosial masyarakat yang bersengketa. Aturan-aturan 
hukum yang bersifat mengatur (relegenrecht) dapat dikesampingkan demi mencapai 
kesepakatan mediasi. Tentu saja aturan yang bersifat memaksa (dwingenrecht) tidak 
dapat dikesampingkan. Kesepakatan mediasi juga tidak dibenarkan kalau 
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan umum. 
Ongkos perkara yang mahal, ditambah berbagai pertimbangan praktis lain 
(waktu, reputasi, kekhawatiran kalah), telah mendorong perkembangan mediasi. 
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Tetapi, selain pertimbangan-pertimbangan praktis tersebut, dalam masyarakat 
tertentu, mediasi dapat juga berkembang atas dasar tata kehidupan masyarakat itu 
sendiri. Ikatan-ikatan kemasyarakat, seperti (keanggotaan) masyarakat hukum (rects-
gemeenschap), paham kekeluargaan, dan lain-lain, semestinya menjadi dasar 
menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan daripada berperkara di Pengadilan. 
Demikian pula paham keagamaan, seperti persaudaraan seagama, permusyawaratan, 
agama sebagai rahmat bagi semua orang (semua mahluk), kewajiban saling 
menyantuni, kewajiban melindungi dan menghormati keyakinan yang berbeda, 
semestinya mendorong menyelesaikan secara kekeluargaan setiap sengketa.10 
D. Landasan Yuridis Mediasi 
Upaya untuk memaksimalkan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, 
diharapkan peran hakim atau para mediator berupaya dengan sungguh-sungguh untuk 
mendorong para pihak secara damai, baik dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap 
persidangan atau yang dilakukan oleh mediator dalam melaksanakan proses mediasi. 
Bahwa mediasi sebenarnya merupakan salah satu alternative penyelesaian perkara 
dan secara implementatif merupakan suatu cara dan upaya untuk menyelesaikan 
perkara secara damai, yang dalam berbagai ketentuan baik di dalam al – Qur’an 
maupun di dalam peraturan Perundang-Undangan, dapat ditemukan ketentuan-
ketentuan yang relefan masalah perdamaian atau mediasi sebagai berikut : 
 
                                                 
10 Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Artikel Majalah Varia 
Peradilan, Edisi No. 248 Juli 2006, h. 13-14. 
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1. Dalam al-Qur’an 
a. Surat al-Hujurat (49) ayat 9: 
 
 
Terjemahnya: 
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar 
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu 
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, 
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku 
adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”11 
 
b. hadiṡ 
 
Dan sungguh tidak ada di dunia juru damai yang sekelas dengan Rasûlullah 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Beliau mendamaikan suku-suku, antar individu-
individu dan kelompok masyarakat. Beliau juga mendamaikan pasangan suami-
istri, dua orang yang berutang-piutang, dan juga juru damai dalam penegakkan hak 
harta, nyawa dan kehormatan. Bagaimana tidak, padahal beliau sendiri bersabda : 
 
 َلَضَْفأِب ُمُكرِبُْخأ ََلاأ  :َلاَق ،َىلَب :اُْولاَق ؟ِةََقد َّصلاَو َِةلاَّصلاَو َِماي ِ صلا ِةَجََرد ْنِم
 ُةَقِلاَحلا َيِه ِنَْيبلا ِتَاذ َداَسَف َِّنإَف ؛ِنَْيبلا ِتَاذ َُحلاَص. دواداوبا,همحأ هاور(
)ىدرد اوبا نع ىزيمرتو 
 
 
                                                 
11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 846. 
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Artinya:  
 
“Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama daripada puasa, 
shalat dan sedekah ? Para sahabat menjawab, “Tentu wahai Rasûlullâh.” Beliau 
bersabda, “Yaitu mendamaikan perselisihan diantara kamu, karena rusaknya 
perdamaian diantara kamu adalah pencukur (perusak agama)”. [HR. Ahmad, 
Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abud Darda’]”12 
 
2. Dalam hukum acara perdata (HIR dan R.Bg) 
a. HIR (Het Indlands Reglement) pasal 130: 
1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka 
Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan 
memperdamaikan mereka. 
2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu 
bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah 
pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan 
berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. 
3) Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan banding. 
4) Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu 
dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti 
untuk itu.13 
 
b. R.Bg (Rechtsreglement de Buitenngewesten) pasal 154: 
1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka 
Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. 
2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan sutu 
akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan 
akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat 
keputusan biasa. 
3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding. 
4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan 
seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
pasal berikut.14 
                                                 
12Muhammad Jusuf, Perdamaian Itu Lebih Baik http://al-
quranbahasa.blogspot.co.id/2014/03/perdamaian-itu-lebih-baik.html, (6 Maret 2016, 11:10) 
13 Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) h. 245 
14 Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, h. 196 
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3. Di dalam Ketentuan Perundang-Undangan 
a. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di 
dalam pasal 10 ayat 2 yang berhubungan dan menjelaskan ayat sebelumnya 
(ayat 1), berbunyi:  
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha 
penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”15 
 
b. Undang-Undang N0. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalam pasal 56 ayat 2 yang 
berhubungan dan menjelaskan ayat sebelumnya (ayat 1), berbunyi: 
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup usaha 
penyelesaian perkara perdata secara damai” 16 
 
Pasal 65:  
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak” 17 
 
1) Pada sidang pertama gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan 
kedua belah pihak. 
2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, 
kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri dan tidak 
                                                 
15 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009” tentang Kekuasaan 
Kehakiman, (Yogyakarta: 2009), h. 4 
16 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989” tentang Peradilan Agama, (Jakarta: 1989), h. 15 
17 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nonor. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989” h. 16 
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dapat menghadap secara pribadi, dapat diwakilkan oleh kuasanya yang 
secara khusus dikuasakan untuk itu. 
3) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan 
pada setiap sidang pemeriksaan. 
Pasal 83: 
“Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraiam 
baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh tergugat sebelum 
perdamaian tercapai”18 
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Pasal 16: 
“…dan Pengadilan berpendapat bahwa suami istri yang bersangkutan tidak 
mungkin lagi didamaikan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”19 
 
Pasal 31: 
a. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha untuk mendamaikan 
kedua pihak. 
b. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan 
pada setiap sidang pemeriksaan.20 
 
5. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam) 
Masalah perdamaian diatur di dalam pasal 115 KHI, adapun bunyi ketentuan 
tersebut sama dengan bunyi ketentuan yang terdapat di dalam pasal 65 UU No. 7 
Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, demikian pula bunyi ketentuan pasal 143 ayat 
                                                 
18 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989” h. 20 
19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan 
Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974,  tentang Perkawinan (Jakarta: 1975), h. 5 
20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 1975, h. 8 
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(1) dan (2) KHI sama dengan bunyi ketentuan yang terdapat di dalam pasal 31 ayat 
(1) dan (2) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagaimana yang telah dikutip 
dimuka. 
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 tentang 
Mediasi 
Lahirnya peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur 
mediasi di Pengadilan adalah dimaksudkan untuk menyempurnakan dan 
mendayagunakan proses mediasi di Pengadilan karena peraturan Mahkamah Agung 
No. 02 Tahun 2003 yang dalam implementasinya masih ditemukan berbagai 
permasalahan yang bersumber dari peraturan Mahkamah Agung itu sendiri (Via 
konsideran huruf e PERMA No. 01 Tahun 2008). Bahwa mediasi pada dasarnya 
merupakan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan (non litigasi) kemudian 
oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 tersebut mengintegrasikan ke dalam proses 
Pengadilan (litigasi), bagian yang tidak terpisahkan dalam proses beracara dalam 
penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama, proses mediasi ini bersifat 
imperative (keharusan) yang harus dilakukan bagi majelis hakim dalam memeriksa, 
mengadili dan menyelesaikan perkara contentiosa yang diajukan kepadanya. Di 
dalam pasal 2 PERMA No. 01 Tahun 2008 yang mengatur mengenai ruang lingkup 
dan kekuatan berlakunya PERMA tersebut di dalam ayat:21 
1. Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait 
dengan proses berperkara di Pengadilan. 
                                                 
21 Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), h.  
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2. Setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur 
penyelesaian sengketa melalui mediasi. 
3. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan 
pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 R.Bg yang 
mengakibatkan putusan batal demi hukum. 
4. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa 
perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi 
dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. 
 
Dalam ketentuan tersebut, khususnya di dalam pasal 2 ayat 3 yang maksudnya 
menyatakan bahwa apabila setiap perkara/sengketa yang diajukan di Pengadilan yang 
oleh majelis hakim tidak melakukan upaya mediasi dalam perkara tersebut 
mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan demikian dalam konteks ini dapat 
dipahami bahwa mediasi adalah merupakan satu kesatuan dalam proses beracara di 
Pengadilan Agama, bagian dari proses litigasi yang harus dilakukan sebagaimana 
dalam tahapan-tahapan penanganan suatu perkara. 
Ketentuan tersebut di atas yang merupakan landasan yuridis dalam 
implementasi mediasi di Pengadilan Agama dalam upaya untuk mendamaikan pihak-
pihak berperkara khususnya dalam penyelesaian masalah sengketa warisan 
diharapkan memberikan akses dan kesempatan yang lebih tersedia bagi hakim untuk 
mendamaikan pihak berperkara karena dengan adanya mediasi yang berhasil 
mendamaikan pihak berperkara berarti hakim dapat melaksanakan asas Peradilan 
cepat, sederhana, dan biaya ringan, demikian pula bagi masyarakat pencari keadilan 
akan menghemat biaya perkara, mempercepat penyelesaian perkara, dll. 
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E. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengeta Di Pengadilan Agama 
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses 
penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi didalam Pengadilan, kemudian 
berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar 
pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang 
belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah 
baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak 
responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. 
Tanpa mengurangi asas yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan:22 
 “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Namun fakta tetap berbicara atas kenyataan yang sebenarnya. Yahya Harahap 
mengemukakan bahwa:23 Pengalaman dan pengamatan telah membuktikan, 
penyelesaian sengketa melalui Peradilan relatif lambat antara lain : 
a. penuh dengan formalitas; 
b. terbuka upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali sehingga jalannya proses 
penyelesaian, bisa berliku-liku dan memakan waktu yang sangat panjang. Bisa 
berbulan-bulan/ tahun bahkan puluhan tahun; 
                                                 
22 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan 
Kehakiman, (Jakarta: 2004), h. 2 
23 M. Yahya Harahap Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan 
dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), h. 232. 
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c. belum lagi munculnya berbagai upaya proses yang lain, seperti upaya intervensi 
atau perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet), menyebabkan penyelesaian 
semakin rumit dan panjang. 
Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa 
melalui lembaga Peradilan di Indonesia tidak efektif dan efisien apabila ditinjau dari 
analisis ekonomi. Sebaliknya melalui proses di luar Pengadilan menghasilkan 
kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para 
pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, 
menyelesaikan masalah secara komperehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga 
hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini adalah sifat 
kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak 
dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan 
dengan alternative Dispute Resolution (ADR). Atas dasar itulah dicarikan pilihan 
lainnya dalam menyelesaikan sengketa di luar proses litigasi. 
Sebagai pencarian alternatif penyelesaian sengketa selain secara konvensional 
melalui jalur pengadilan, maka masyarakat  mencoba menyelesaikan sengketanya 
melalui Badan Arbitrase dan metode negoisasi, mediasi, dan lain-lain atau dikenal 
dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution = ADR). 
Penggunaan model Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian 
sengketa secara non-litigasi tidak menutup peluang penyelesaian perkara tersebut 
secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi tetap dipergunakan manakala 
penyelesaian secara non-litigasi tersebut tidak membuahkan hasil. Jadi, penggunaan 
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Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah sebagai salah satu mekanisme 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk 
efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi 
para pihak yang bersengketa.24 
ADR/APS dalam tata hukum nasional telah mendapatkan legalitas Perundang-
Undangan yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1999 yakni Undang-Undang No. 
30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan 
mengenai Alternatif penyelesaian sengketa sendiri diatur dalam Bab tersendiri yang 
menguraikan bahwa : 
”Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau 
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian 
di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau 
penilaian ahli”.25 
Dalam pasal tersebut telah mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai 
lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi Undang-Undang ini tidak 
mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif 
tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang arbitrase. 
Walaupun demikian, kini telah jelas dan diakui secara hukum tentang adanya 
suatu lembaga alternatif di dalam Pengadilan yang dapat membantu para pihak yang 
bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Karena selama ini yang dikenal dan 
                                                 
24 Suyud Margono & Hinca IP Pandjaitan, Alternatif Dispute Resolution, (Jakarta, FH-
Universitas Atmajaya, 1998) h. 6. 
25 Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 
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diatur dengan peraturan Perundang-Undangan adalah Arbitrase saja.26 
Salah satu prasyarat yang sangat menentukan keberhasilan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (APS) adalah pandangan dan perilaku masyarakat sendiri, 
langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan tindakannya kepada 
itikad baik pada saat menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam 
sengketanya. 
Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS (Alternative Dispute Resolution = 
ADR) mempunyai daya tarik yang khusus di Indonesia karena keserasian dengan 
sistem sosial-budaya tradisional yang berdasarkan musyawarah mufakat. Beberapa 
hal dibawah ini merupakan alasan-alasan memilih APS/ADR yang dipandang sebagai 
suatu keuntungan atau kelebihan yang sering muncul dalam APS/ADR adalah antara 
lain sebagai berikut:27 
1. Sifat Kesukarelaan dalam proses; 
2. Prosedur yang cepat; 
3. Keputusan yang Non-Judicial; 
4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi; 
5. Prosedur Rahasia (Confidential); 
6. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah; 
7. Hemat waktu; 
                                                 
26 H. Soeharto, Mediasi dan Perdamaian, Pengarahan dalam Rangka Pelatihan Mediator 
dalam Menyambut Penerapan “PERMA Court Annexed Mediation di Pengadilan di Indonesia, 
Mahkamah Agung RI, 2004, hlm. 18. 
27 Hendarmin Djarab (ed), dkk., Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia, (Bandung, 
Citra Aditya Bakti, 2001) h. 27-29. 
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8. Hemat biaya; 
9. Pemeliharaan hubungan; 
10. Tinggi kemungkinan kesepakatan dilaksanakan; 
11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil; 
12. Keputusan bertahan sepanjang waktu. 
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Mahkamah Agung RI sendiri 
telah mengeluarkan PERMA No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, yang dalam konsideran dikatakan: mengurangi masalah penumpukan 
perkara; merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih 
cepat dan murah, serta dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak 
yang bersengketa untuk memperoleh keadilan; sebagai penyempurnaan lebih lanjut 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan 
Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/154 
R.Bg). Bahwa institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem Peradilan dapat 
memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian 
sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif); bahwa 
hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 R.Bg, mendorong 
para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara 
mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri; 
bahwa sambil menunggu peraturan Perundang-Undangan dan memperhatikan 
wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara Peradilan yang belum cukup 
diatur oleh peraturan Perundang-Undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan 
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kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu 
sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu peraturan Mahkamah Agung. 
Dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam proses litigasi 
(persidangan) akan memberikan beberapa keuntungan meliputi : 
1. Mempercepat proses penyelesaian sengketa 
Berperkara di Pengadilan ada kecenderungan memakan waktu yang tidak 
sedikit, pendapat ini tidak bisa dipersalahkan, karena kenyataannya secara prosedural 
suatu perkara mulai saat diterima sampai pada tahap pemeriksaan dan 
penyelesaiannya di Pengadilan membutuhkan waktu antara 5 sampai 6 bulan 
lamanya, itu baru pada tahap pemeriksaan tingkat pertama, belum lagi jika ada upaya 
hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), yang sudah barang tentu akan 
memakan waktu brtahun-tahun lamanya suatu perkara akan memperoleh putusan 
yang berkekuatan hukum tetap. Walaupun dalam proses pemeriksaan perkara 
terutama pada tingkat pertama, biasa terjadi keterlambatan penyelesaian perkara 
disebabkan oleh sikap dan perilaku para pihak sendiri yang kurang serius dan tidak 
sunguh-sungguh dalam berperkara, hal tersebut dapat dilihat oleh ketidakhadiran para 
pihak untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan. Dengan jalan mediasi 
yang kemudian proses mediasi dapat berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak 
maka penyelesaian perkara akan lebih cepat dan menguntungkan kedua belah pihak. 
2. Menekan biaya perkara 
Biaya yang besar perkara yang harus dikeluarkan oleh pihak berperkara untuk 
menyelesaikan perkara yang dihadapinya, oleh karena secara hukum mereka 
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diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang secara resmi telah ditetapkan oleh 
Pengadilan, belum lagi upah yang harus dibayarkan kepada pengacara /advokat bagi 
pihak yang menggunakan jasa mereka. Dalam kasus tertentu terkadang biaya perkara 
jauh lebih besar dari pada nilai obyek sengketa yang dipersengketakan oleh para 
pihak, hal ini membawa dampak yang kurang baik dan merugikan terhadap pencari 
keadilan, demikian pula asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak dapat 
diwujudkan. 
Menurut Bagir Manan,28 “kenyataan dimanapun biaya berperkara mahal dan 
makin mahal. Hal ini merupakan hambatan bagi pencari keadilan, bukan saja bagi 
yang miskin, mereka yang berkemampuan rata-rata juga makin tidak mampu 
membayar biaya perkara”. Dengan implementasi mediasi diharapkan biaya yang 
dikeluarkan oleh para pihak untuk berperkara di Pengadilan dapat ditekan 
semaksimal mungkin. 
3. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan perkara 
  Ada pemeo yang biasa dibahasakan orang pada saat suatu sengketa 
diselesaikan dengan menggunakan jalur “menang jadi orang, kalah jadi abu” 
pernyataan tersebut mencerminkan putusan Pengadilan terkadang tidak serta merta 
dapat menyelesaikan masalah, sehingga dikembangkan cara untuk sebisa mungkin 
menyelesaikan perkara dengan melalui jalur perundingan/mediasi, karena dengan 
melakukan hal tersebut akan mencegah kerugian yang lebih besar, baik kerugian 
                                                 
28 Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, h. 6 
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materil maupun moril. 
4. Menghindari adanya menang dan kalah 
  Dalam proses mediasi ada dua asas penting yang menjadi pertimbangan yaitu 
pertama; menghindari “kalah menang” (win – los) melainkan keduanya merasa 
menang (win-win solution). Sama-sama menang tidak saja dalam arti masalah 
financial, tetapi juga termasuk kemenangan moril, reputasi atau nama baik dan 
kepercayaan, kedua; putusan tidak mengutamakan pertimbangan alasan hukum, tetapi 
atas dasar kesejajaran kepatutan dan keadilan. 
5. Menghindari timbulnya dampak sosial 
  Bagi masyarakat Indonesia, berperkara menimbulkan efek sosial yaitu 
putusnya hubungan kekerabatan dan tali silaturahim, bukan saja antara pihak 
berpekara tetapi juga meluas kepada hubungan kekerabatan lainnya. Hal ini dapat 
saja terjadi karena suatu perkara bukan saja kepentingan dan harga diri pihak 
berperkara tetapi juga kerabat keluarga lainnya. Dengan berhasilnya proses mediasi 
akan mewujudkan keharmonisan dan kerukunan hubungan kekeluargaan/hubungan 
sosial. 
6. Mediasi sesuai dengan dasar pergaulan  masyarakat Indonesia 
  Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia 
yang mengutamakan dasar kekerabatan, kekeluargaan dan gotong royong. Dasar-
dasar tersebut telah membentuk tingkah laku toleransi, mudah memaafkan, dan 
mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama. 
7. Mediasi memberikan akses kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa 
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  Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak berpartisipasi secara 
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan persilisihan mereka, dan dapat 
melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya, selain itu mediasi memberikan hasil 
yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik 
diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya. 
 Beberapa keuntungan mediasi tersebut, masing-masing pihak seharusnya 
bertanya kepada diri sendiri, apakah hasil yang dicapai dalam mediasi, meskipun 
penyelesaiannya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan, namun paling 
tidak bahwa proses mediasi telah memberikan penyelesaian terhadap sengketa para 
pihak dan membawa pada situasi yang memposisikan kedua belah pihak pada situasi 
yang menguntungkan dengan adanya win-win solution. 
F. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Warisan 
1. Pengertian kewarisan dan sengketa warisan 
Jika kita membicarakan masalah kewarisan paling tidak ada 3 (tiga) masalah 
pokok yang harus kita kemukakan, ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak 
bisa dipisahkan, atau dengan perkataan lain satu dengan yang lainnya merupakan 
rangkaian atau akibat dari yang lain, masalah pokok tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Karena adanya seseorang yang meninggal dunia  
b. Karena adanya harta peninggalan 
c. Meninggalkan orang-orang yang berhak mengurusi harta peninggalan 
tersebut, lebih simpelnya adalah adanya pewaris, ahli waris dan harta 
peninggalan. 
39 
 
Secara etimologi pengertian warisan berarti berpindahnya sesuatu dari 
seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sedangkan 
pengertian warisan secara terminologi yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang 
tua yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan 
itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara 
syar’i.29 
Pengertian warisan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 
waris ialah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah 
meninggal dunia.30 Kata waris pada dasarnya berasal dari bahasa Arab yaitu miras, 
bentuk jamaknya adalah mawaris yang berarti harta peninggalan orang yang 
meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan 
bahwa: 
“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak 
kepemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang 
berhak dan berapa bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai 
ketentuan syariat” 31 
 
Menurut Idris Ramulyo,32 “Hukum Kewarisan adalah himpunan aturan-aturan 
                                                 
29 Muchamad Ali Ash- Shubuni. 1338 H, IlmuHukumWarisMenurutAjran Islam,  (Surabaya : 
Mutiara Ilmu, 1995),  h. 33 
30 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV Cet. I; 
(Jakarta: PT Gramedi Pustaka, 2008), h. 1809 
31 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, h. 23 
32 Idris Ramulyo., PerbandinganHukumKewarisan Islam di Pengadilan Agama 
danKewarisanMenurutUndang- UndangHukumPerdata (BW) di PengadilanNegeri (SuatuStudiKasus), 
(Jakarta: PedomanIlmu Jaya,1992), h. 108 
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hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta 
peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa 
perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.” 
Beberapa pengertian yang berhubungan dengan kewarisan yang telah 
dikemukakan di atas maka menurut penulis bahwa kewarisan adalah terjadinya 
peralihan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya 
yang masih hidup yang tidak terhalang secara hukum untuk memperoleh harta 
peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris). 
Sedangkan pengertian sengketa warisan yang terdapat dua kata yang 
dirangkaikan menjadi satu yaitu sengketa dan warisan, didalam Kamus Hukum33 
sengketa berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak 
atau lebih yang berselisih; perkara dalam pengadilan, sedangkan kata warisan berarti 
berpindahnya hak kepemilikan dari orang tua yang meninggal kepada ahli warisnya 
yang masih hidup baik berupa benda, dll. Jika dua kata tersebut digabungkan menjadi 
satu yaitu sengketa warisan sehingga terjadinya perbedaan pendapat antara dua pihak 
atau lebih yang berselisih mengenai peralihan hak kepemilikan dari orang tua yang 
meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup baik berupa benda, dan 
lainnya. 
Berdasarkan pengertian di atas menurut penulis sengketa warisan adalah 
terjadinya persengketakan diantara para ahli waris terhadap harta peninggalan 
                                                 
33 M. Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition), (Surabaya: 
Reality Publisher, 2009), h. 560 n 644. 
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pewaris dimana para ahli waris terjadi perbedaan pendapat mengenai status harta 
warisan (tirkah) demikian pula mengenai ketentuan hukum yang dijadikan acuan 
dalam menetapkan porsi bagian diantara para ahli waris atas harta peninggalan 
tersebut. 
Pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya hukum 
kewarisan Islam berhubungan dengan berakhirnya hak kepemilikan seseorang atas 
harta bendanya pada saat ia meninggal dunia dan beralih kepada ahli warisnya secara 
ijbari atau otomatis, sehingga dalam pemahaman hukum kewarisan Islam pewarisan 
barulah terjadi setelah pewaris meninggal dunia, maka peralihan harta kekayaan 
kepada para ahli warisnya pada saat pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai 
pewarisan. Jadi disebut pewarisan manakala pewaris telah meninggal dunia, maka 
seluruh harta kekayaannya terlepas dari hak kepemilikannya dan akan segera beralih 
menjadi milik ahli warisnya sepanjang tidak dinyatakan terhalang menurut ketentuan 
hukum Islam. 
2. Asas-asas hukum kewarisan 
Di dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadist Rasulullah saw yang menguraikan 
mengenai masalah hukum kewarisan Islam, didalam ketentuan tersebut didapati 
beberapa asas hukum kewarisan yang dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan 
hukum kewarisan Islam meliputi:34 
 
                                                 
34 Suhrawati K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), 
(Jakarta: Sinar Grafika,2013) h. 39 - 41 
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a. Asas Ijbari  
 Secara etimologis kata Ijbari mengandung arti paksaan (compulsory), 
yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti 
terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang 
masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau 
pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak 
dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. 
 Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara 
otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli 
warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris). 
 Asas Ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu : 
1) Dari segi peralihan harta, 
2) Dari segi jumlah harta yang beralih, 
3) Dari segi kepada siapa harta itu beralih. 
 Ketentuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan QS. An-
Nisaa (4) ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun 
perempun ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya. Kata 
Nasib dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian, atau jatah dari harta 
peninggalan si Pewaris. 
b. Asas Bilateral 
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Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam Hukum Kewarisan 
Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis 
kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. 
Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan QS. an-Nisā 
(4) ayat 7, 11, 12, dan 176. Antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang 
laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari 
pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah 
pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula kerabat garis ke samping, 
yaitu melalui ayah dan ibu. 
c. Asas individual 
Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) 
berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya 
(sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam 
ketentuan hukum adat). 
Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris 
dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut pautnya 
sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-
masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang 
diperolehnya. 
Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan QS. an-
Nisā (4) ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris 
secara individual) telah ditentukan. 
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d. Asas keadilan berimbang 
Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak 
dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan 
kegunaan. 
Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin 
tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini 
dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilinial, 
yang ahli waris tersebut hanyalah keterunan laki-laki saja/garis kebapakan). Dasar 
hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan QS. An-Nisā (4) ayat 
7, 11, 12, dan 176. 
e. Kewarisan semata akibat kematian 
Hukum waris islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya 
semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang 
tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia 
berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas 
keperluan semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut 
sesudah ia meninggal dunia. 
Dengan demikian, hukum waris islam tidak mengenal seperti ditemukan 
dalam ketentuan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(BW), yang dikenal dengan pewarisan secara abintestato dan secara testamen. 
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3. Jangkauan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa warisan 
 Berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu bidang hukum tertentu yang menjadi 
kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara waris. Mengenai 
jangkauan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara warisan telah 
dijelaskan di dalam penjelasan pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 yang 
berbunyi,35 “yang dimaksud dengan waris” adalah penentuan siapa yang menjadi 
ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-
masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta 
penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang 
menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Jika penjelasan 
ketentuan Pasal 49 huruf b tersebut diuraikan lebih lanjut, pokok-pokok hukum 
waris Islam yang termasuk dalam jangkauan kewenangan Pengadilan Agama 
adalah meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a. Penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris 
Adapun segi-segi hukum yang termasuk dalam kategori ini meliputi: 
1) Penentuan kelompok ahli waris 
  Untuk menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris telah 
dijelaskan di dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur 
mengenai kelompok ahli waris yang dibedakan atas : 
                                                 
35 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1989  tentang Peradilan Agama, (Jakarta: 2006), h. 8 
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a) Menurut hubungan darah yaitu untuk golongan laki-laki terdiri dari ayah, 
anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan golongan 
perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan 
nenek. 
b) Perempuan kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan yaitu 
duda atau janda. 
2) Penentuan siapa yang berhak mewarisi, yaitu kelompok ahli waris yaitu 
orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau 
hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 
3) Penentuan yang terhalang menjadi ahli waris: 
a) Dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 
berat sipewaris. 
b) Dipersalahkan memfitnah si pewaris. 
4) Menentukan hak dan kewajiban ahli waris, terutama kewajiban yang 
berhubungan dengan: 
a) Pengurusan pemakaman 
b) Penyelesaian hutang piutang si pewaris 
c) Penyelesaian wasiat si pewaris 
d) Pelaksanaan pembagian harta warisan di antara para ahli waris. 
b. Penentuan mengenai harta peninggalan 
 Ditinjau dari segi hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk dalam 
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masalah penentuan harta peninggalan meliputi aspek sebagai berikut: 
1) Penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi yang meliputi semua harta 
peninggalan baik hak milik kebendaan maupun hak milik lain yang bukan 
kebendaan (tidak berwujud). 
2) Penentuan besarnya harta warisan, yakni penjumlahan dari harta tirkah 
ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama setelah 
dikurangi biaya keperluan jenazah utang pewaris dan wasiatnya. 
c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris 
  Adapun yang termasuk dalam masalah penentuan bagian ahli waris 
adalah meliputi penentuan porsi bagian masing-masing ahli waris terhadap harta 
warisan. Dalam hal ini secara garis besar bagian masing-masing ahli waris telah 
ditetapkan di dalam al–Qur’an antara lain di dalam Surat an-Nisā ayat 11, 12 dan 
176, dan as- Sunnah. 
d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan 
  Sehubungan dengan implementasi pembagian harta peninggalan 
tersebut, dalam hal ini Pengadilan Agama dapat menempuh dua cara sebagai 
berikut: 
1) Melakukan pembagian berdasarkan putusan pengadilan, hal ini sesuai dengan 
fungsi dan kewenangan pengadilan dalam mengadili dan menyelesaikan 
perkara kewarisan yang diajukan kepadanya. Apabila suatu putusan yang 
telah berkekuatan hukum tetap dan amar bersifat condemnatoir, atas 
permohonan salah satu pihak pengadilan dapat melaksanakan putusan tersebut 
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secara paksa (eksekusi) manakala pihak yang kalah tidak bersedia untuk 
melaksanakan secara sukarela. 
2) Melakukan pembagian atas dasar penetapan yang dimohonkan, dalam hal ini 
Pengadilan Agama melakukan pembagian harta warisan luar jalur eksekusi, 
yaitu pembagian dilakukan atas dasar adanya permohonan dari seseorang 
tentang ahli waris dan bagiannya masing-masing di luar sengketa. 
 Dalam implementasinya mengenai kewenangan Pengadilan Agama 
tersebut, bisa saja akan menimbulkan suatu masalah, manakala pihak 
berperkara salah dalam memilih pengadilan, yang ternyata secara kewenangan 
tidak dapat diperiksa, diadili dan diselesaikan oleh pengadilan tesebut. Hal ini 
dapat saja terjadi karena di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan Peradilan 
yang masing-masing mempunyai kekuasaan absolute tersendiri. Terutama 
yang sering terjadi adanya kesalahan memilih kewenangan antara Pengadilan 
Agama dengan Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat terjadi karena baik 
Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri keduanya berwenangan 
mengadili perkara perdata, selain itu pemilihan pengadilan ditentukan oleh 
pihak berperkara yang belum tentu memahami betul pengadilan mana yang 
berwenang mengadili perkara yang akan diajukan. 
 Untuk menghindari kesalahan dalam memilih pengadilan, dan untuk 
menghindari terlambatnya penyelesaian perkara akibat pengadilan menolak 
perkara tersebut karena tidak berwenang untuk mengadilinya, maka perlu 
untuk mengetahui jangkauan kewenangan Pengadilan Agama dengan melalui 
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pendekatan asas personalitas keislaman. 
 Asas personalitas ke Islaman dapat dijadikan takaran dalam 
menentukan jangkauan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian 
sengketa warisan. Untuk itu maka perlu diketahui apa pengertian personalia 
ke Islaman. Personalia artinya keseluruhan pribadi seseorang. Personalia ke 
Islaman artinya masalah keseluruhan pribadi seseorang yang beragama 
Islam.36 
 Asas personalitas ke Islaman ini sebenarnya sangat berkolerasi dengan 
teori reception in complex yang inti ajarannya adalah bahwa hukum yang 
berlaku terhadap seseorang kompleksitas terhadap hukum agama yang dianut 
orang tersebut, apabila ia beragama Islam, maka hukum Islamlah yang 
berlaku baginya. Dari ajaran tersebut sangat relefan dengan keberlakuan asas 
personalitas ke Islaman di Pengadilan Agama. Menurut Muktiarto,37 
mengatakan bahwa asas personalitas ke Islaman mengajarkan bahwa 
“terhadap orang Islam berlaku hukum Islam dan jika terjadi sengketa 
diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim (pengadilan) Agama Islam. 
 Personalitas ke Islaman berarti Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Agama, hanya untuk melayani dan menyelesaikan perkara sebagaimana 
tersebut di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap 
masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain bahwa agama 
                                                 
36 Muktiarto., Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta 
PustakaPelajar, 2006), h. 21. 
37 MuktiArto., Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, h. 21 
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yang dianut seseorang (Islam) yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Agama. Untuk itu perlu diketahui unsur-unsur 
apa saja yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah Pengadilan Agama 
berwenang untuk mengadili sengketa warisan yang didasarkan atas 
pemahaman personalitas ke Islaman. Menurut Jaenal Aripin38 mengatakan ada 
dua unsur sebagai patokan ke dalam asas personalitas ke Islaman yaitu : 
a) Agama yang dianut kedua belah pihak saat terjadinya hubungan hukum 
adalah agama Islam 
b) Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam, 
jika salah satu atau semua patokan tersebut tidak terpenuhi, maka kedua 
belah pihak yang bersengketa tidak berlaku asas personalitas ke Islaman”. 
 Menurut Ahmad Mujahidin unsur yang melekat ke dalam asas 
personalitas ke Islaman yaitu:39 
a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. 
b. Perkara perdata yang dipersengketakan mengenai perkawinan, waris, 
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah 
c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena 
itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam. 
Menurut Mukti Arto dalam asas personalitas ke Islaman terdapat ada 3 
                                                 
38 Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: 
KencaraPrenada Media Group, 2008), h. 349 
39 Ahmad Mujahidin., Pembaharuan Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan 
Mahkamah  Syari’ah di Indonesia, (Bandung: , Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2007), h. 11 
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(tiga ) unsur, meliputi:40 
a. Terhadap orang Islam berlaku tunduk pada hukum Islam 
b. Jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan menurut hukum 
Islam 
c. Oleh hakim (Pengadilan Agama) Islam 
 Ketiga pendapat tersebut di atas terdapat kesamaan dalam menjelaskan 
unsur-unsur yang melekat dalam asas personalitas ke Islaman dimana ketiga 
unsur tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dalam system 
hukum Islam. 
 Pada unsur pertama adalah para pihak beragama Islam dan terhadap 
mereka berlaku (tunduk kepada) hukum Islam. Pemahaman kata “berlaku 
hukum Islam” dapat dipahami bahwa secara aturan (das sollen) yang menurut 
hukum setiap orang Islam sebagai subyek hukum segala tidak tunduknya, 
aktifitas harus bersesuaian dan dianggap dilakukan berdasarkan hukum Islam, 
artinya jika tidak dilakukan menurut hukum Islam maka hal tersebut danggap 
sebagai suatu pelanggaran, dan pelanggaran tersebut harus diselesaikan 
menurut hukum Islam. 
 Pada unsur kedua bahwa apabila terjadi sengketa terhadap perkara 
sebagaimana tersebut di atas, maka penyelesaiannya dilakukan menurut 
hukum Islam. Yang dimaksudkan dengan hukum Islam disini adalah hukum 
                                                 
40 MuktiArto., Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, h. 21 
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yang bersumber pada ajaran ilahiyah yaitu al-Qur’an, dan al-Sunnah serta 
hasil-hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang dikonstruksi dalam berbagai 
produk pemikiran hukum Islam baik dalam bentuk fiqih, fatwa-fatwa, 
keputusan pengadilan, maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
 Unsur ketiga bahwa penyelesaian suatu perkara/sengketa harus 
diselesaikan oleh hakim Peradilan Agama Islam. Hal ini didasarkan pada 
ketentuan Surat al-Imran ayat 141 yang maksudnya bahwa suatu perkara bagi 
umat Islam harus diadili oleh orang Islam, tidak boleh diadili oleh orang 
selain Islam. Dalam pemahaman beragama, orang yang dapat meyakini, 
menghayati dan mengamalkan akan kebenaran ajaran agama Islam, hanyalah 
orang Islam, mustahil orang selain Islam dapat meyakini, menghayati apalagi 
wajib mengamalkan kebenaran ajaran Islam. Olehnya itu syarat beragama 
Islam berlaku baik terhadap personil Peradilan agama maupun 
kelembagaannya. 
 Asas personalitas ke Islaman menekankan bahwa subyek hukum yang 
berperkara di Pengadilan Agama harus beragama Islam, maka perlu untuk 
mengetahui kriteria seseorang sehingga ia dapat dikatakan sebagai orang yang 
beragama Islam”. 
 Menurut, Jaenal Aripin,41 “seseorang dikatakan beragama Islam dapat 
didasarkan adanya patokan umum, ke Islaman seseorang cukup diketahui 
                                                 
41 Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, h. 349. 
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pada faktor-faktornya saja tanpa mempersoalkan kualitas ke Islaman yang 
bersangkutan, jika ia mengaku beragama Islam, maka pada dirinya sudah 
melekat personalitas ke Islaman. Faktanya cukup dilihat pada identitas yang 
dimiliki orang tersebut, seperti KTP, SIM atau tanda bukti lainnya”. 
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 172 berbunyi42 “ahli 
waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas, 
pengakuan, amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak 
yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. 
4. Kewenangan Pengadilan Agama kaitannya dengan sengketa hak milik 
  Adakalanya sengketa warisan yang diajukan oleh para pihak berperkara di 
Pengadilan Agama sebagian atas keseluruhan dari obyek sengketa tersangkut 
sengketa hak milik. 
Maka khusus mengenai obyek sengketa yang tersangkut sengketa hak 
milik itu harus menunggu penyelesaian dari Peradilan Umum, namun 
penyelesaian terhadap obyek sengketa yang tidak tersangkut sengketa hak milik 
tidak berarti harus terhenti proses Peradilan di Pengadilan Agama. Dalam 
penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama, selama dalam pemeriksaan 
suatu perkara masih tersangkut sengketa milik, maka selama itu pula kewenangan 
Pengadilan Agama semakin pasif, kewenangannya baru aktif kembali manakala 
perkara sengketa hak milik tersebut telah diputus dan diselesaikan oleh Peradilan 
                                                 
42 Kompilasi Hukum Islam Pasal 172, h. 23 
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Umum. Untuk menentukan sengketa warisan yang dibatasi oleh adanya sengketa 
hak milik, maka timbul pertanyaan, kapankah suatu obyek sengketa di Pengadilan 
Agama dapat dikatakan tersangkut hak milik, sengketa hak milik mana saja yang 
tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. 
Kata sengketa di dalam kamus hukum sebagaimana telah diuraikan dimuka 
berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau 
lebih yang berselisih, sedangkan hak milik menurut ketentuan Pasal 570 
KUHPerdata, hak milik ialah hak dimana pemilik dapat menguasai sebesar-
besarnya atas suatu benda sehingga merupakan hak-hak terbatas. Jika kata 
sengketa dan hak milik dirangkaikan menjadi satu, menjadi sengketa hak milik 
maka berarti adanya sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua 
pihak atau lebih yang berselisih terhadap adanya hak kepelikan terhadap suatu 
benda. 
  Berdasarkan pasal 50 UU No. 3 Tahum 2006 tentang Peradilan Agama 
menyatakan bahwa:43 
a. Dalam hal terjadi sengketa lain dalam perkara sebagaimana disebutkan dalam 
pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu 
oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 
b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang 
subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa 
                                                 
43 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 50 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1989  tentang Peradilan Agama, (Jakarta: 2006), h. 8 
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tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 49. 
  Pada penjelasan pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan dikatakan bahwa ketentuan ini memberi kewenangan 
kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau 
keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 
apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini 
menghindari upaya memperlambat atau mengatur waktu penyelesaian sengketa 
karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lain. Upaya ini sering 
dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di 
Pengadilan Agama. 
  Lebih lanjut dalam penjelasan tersebut dikatakan apabila subyek yang 
mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain bukan yang menjadi subyek 
sengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk 
menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang 
keberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan 
gugatan di Pengadilan Negeri terhadap obyek sengketa yang sama dengan dengan 
sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal obyek sengketa lebih dari satu obyek 
dan yang tidak terkait dengan obyek sengketa yang diajukan keberatannya, 
Pengadilan Agama tidak perlu menanggugkan putusannya, terhadap obyek 
sengketa yang tidak terkait. 
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  Mengacu pada penjelasan pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, kaitannya dengan kewenangan Pengadilan 
Agama dalam mengadili sengketa hak milik, maka dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
a. Hak milik seseorang atau badan hukum dapat diperoleh malalui pembagian 
harta bersama, warisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan 
ekonomi syari’ah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 
2006, selanjutnya disebut hak milik, maksud pasal 49 dalam UU tersebut. 
b. Hak milik dapat pula diperoleh diluar jalur pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 
misalnya dengan jalan jual beli, selanjutnya disebut hak milik di luar pasal 49 
UU tersebut. 
c. Apabila terjadi sengketa hak milik yang diperoleh melalui ketentuan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, maka 
hal tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama. 
  Dalam pemeriksaan perkara sebagaimana maksud pasal 49 UU No. 3 
Tahun 2006 kemudian terbawa masuk sengketa hak milik atau sengketa lain 
diluar ruang lingkup pasal 49 ini, demi untuk mewujudkan asas sederhana, cepat 
dan biaya ringan, dan adanya kepastian hukum, maka penyelesaiannya dilakukan 
sebagai berikut : 
1) Jika para pihak semuanya beragama Islam, maka sengketa milik atau sengketa 
lain diluar pasal 49 tersebut, tetap harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama 
bersamaan dengan perkara sebagaimana maksud pasal 49. 
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2) Apabila pihak berperkara non muslim, mengenai obyek sengketa hak milik 
atau sengketa lain diliat pasal 49 tersebut, sejauh ia tidak mengajukan eksepsi, 
maka tetap harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama bersamaan dengan 
perkara sebagaimana maksud pasal 49. 
3) Apabila pihak berperkara non muslim, mengenai obyek sengketa hak milik 
atau sengketa lain diluar pasal 49 tersebut, ia mengajukan eksepsi akan tetapi 
tidak dapat membuktikan bahwa ia telah mendaftarkan perkaranya di 
Pengadilan Negeri, maka tetap harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama 
bersamaan dengan perkara sebagaimana maksud pasal 49, untuk mewujudkan 
adanya kepastian hukum. 
4) Apabila pihak berperkara non muslim, mengenai obyek sengketa hak milik 
atau sengketa lain diluar pasal 49 tersebut, ia mengajukan eksepsi dan ia dapat 
membuktikan bahwa ia telah mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri, 
maka khusus obyek sengketa tersebut harus diperiksa dan diputus terlebih 
dahulu pada Pengadilan Negeri. 
5. Ketiadaan hak opsi dalam perkara kewarisan 
 Hak opsi atau pilihan hukum merupakan perwujudan kehendak dari para 
pihak berperkara untuk menentukan suatu hukum yang dipergunakan dalam 
menyelesaikan perkara yang sedang dihadapinya. Menurut Habiburrahman,44  
mengatakan bahwa “yang dimaksud pilihan hukum (rechtkeuze) adalah wewenang 
                                                 
44 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet, 1; (Jakarta: 
Kencana-Prenadamedia Group, 2011), h. 36. 
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pihak-pihak pencari keadilan sebelum mendaftarkan perkaranya, untuk memilih ke 
pengadilan mana yang bersangkutan mengajukan gugatannya”. 
Dimungkinkan adanya hukum karena berlakunya beberapa sistem hukum 
dalam suatu masyarakat mengenai hukum yang berlaku baginya, sehingga timbul 
masalah dalam menentukan hukum manakah yang akan dipergunakan jika salah satu 
pihak tunduk kepada hukum lain dalam menyelesaikan sengketanya. Pihak yang 
berperkara sebelum mengajukan perkaranya ke Pengadilan dapat mempertimbangkan 
ke mana hendak mengajukannya. Hal tersebut sejalan dengan maksud penjelasan 
umum angka 2 alinea 6 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Muncul 
pertanyaan, hak opsi atau pilihan hukum masih relefan untuk diberlakukan dalam 
perkara kewarisan atau apakah hak opsi masih berlaku dengan lahirnya UU No. 3 
Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Berdasarkan penjelasan umum angka 1 alinea 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama, menyatakan bahwa kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum 
UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan “para pihak sebelum berperkara dapat 
mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian 
warisan” dinyatakan dihapus. Sebab manakala ditinjau dari aspek hukum Islam 
pemberian hak opsi tidak dapat dibenarkan, karena seolah-olah memberikan ruang 
gerak bagi penganut agama Islam untuk meninggalkan hukum waris Islam dan 
memberikan akses nilai-nilai hukum asing diperlakukan kepada para pihak. 
Penghapusan hak opsi berdasarkan penjelasan umum angka 1 alinea 2 UU No. 
3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dimaksudkan untuk memberikan wewenang 
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kepada Pengadilan Agama untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa warisan 
termasuk di dalamnya memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait 
dengan obyek sengketa yang timbul bagi orang-orang Islam. Demikian pula 
dimaksudkan untuk menghindari adanya maksud pihak yang ingin memperlambat 
penyelesaian perkara dengan alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lain yang 
merasa dirugikan karena adanya gugatan di Pengadilan Agama. 
Apabila terjadi suatu sengketa kewarisan yang sama-sama diajukan 
gugatannya ke pengadilan yang berlainan, satu mengajukan di Pengadilan Agama dan 
yang lainnya juga mengajukan di Pengadilan Negeri, maka dalam hal ini diselesaikan 
oleh Mahkamah Agung yang mengadili sengketa kewenangan. 
Baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri keduanya menghentikan 
pemeriksaannya dan masing-masing mengirimkan berkas perkaranya ke Mahkamah 
Agung, yang kemudian Mahkamah Agung menetapkan pengadilan mana yang 
berwenang mengadili perkara tersebut. 
G. Mekanisme dan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di 
Pengadilan Agama 
  Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara sebagaimana disebutkan di dalam pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 
tentang Peradilan Agama, salah satu diantaranya adalah perkara kewarisan. Perkara 
kewarisan dilihat dari jenis dan sifatnya termasuk perkara contentious (sengketa) 
dimana didalamnya melibatkan beberapa pihak berperkara. Ada penggugat, tergugat, 
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bahkan turut tergugat yang kesemuanya mempunyai kedudukan dan kepentingan 
hukum dalam suatu perkara. Pihak penggugat selaku pengaju perkara yang biasanya 
merasa hak-hak keperdataannya diambil atau merasa dirugikan atas perlakuan 
tergugat sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Demikian pula pihak 
tergugat yang merasa hak kepentingannya terserang atas gugatan penggugat, sehingga 
ia pun berusaha agar hak dan kepentingannya tersebut dapat ia pertahankan. Bahwa 
dari kondisi dan kedudukan serta kepentingan yang saling berbeda antara keduanya 
dalam suatu perkara tersebut, sehingga dalam proses selanjutnya majelis dalam 
mengadili dan memeriksa perkara perlu suatu upaya untuk mendorong para pihak 
berperkara untuk menempuh jalan damai, dan salah cara atau alternatif penyelesaian 
perkara secara damai melalui mediasi. 
Dilihat dari jenis dan sifat perkara kewarisan (contentious) dan dihubungkan 
dengan jenis perkara yang dapat dimediasi, maka berdasarkan maksud pasal 4 
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, bahwa semua perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang 
mengandung sengketa termasuk perkara kewarisan harus diupayakan untuk 
menempuh proses mediasi. 
Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau 
mungkin didasarkan pada suatu perjanjian, atau implementasi kewajiban (peraturan) 
atau perintah pengadilan. Untuk proses mediasi di pengadilan terdapat di dalam Pasal 
2 ayat (2) Perma No. 01 Tahun 2008 Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi 
“Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian 
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sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini”. 
Namun demikian dengan cara apapun mediasi dilaksanakan, apabila mediasi 
telah diterima, maka seluruh proses mediasi harus dilaksanakan secara sukarela 
sampai berakhirnya mediasi. Demikian halnya, proses mediasi di Pengadilan Agama 
harus dilakukan secara rahasia (tertutup) kecuali para pihak menghendaki lain. 
Secara umum implementasi mediasi dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu: 
I. Tahap Pra Mediasi 
a. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, 
Hakim mewajibkan para pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi. Pasal 3 
(1). 
b. Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan 
biaya mediasi. Pasal 3 (3). 
c. Dalam hal para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum setiap 
keputusan yang diambil oleh kuasa hukum wajib memperoleh persetujuan 
tertulis dari para pihak . Pasal 3 (4). 
d. Agar kesepakatan yang diambil oleh kuasa hukum benar-benar merupakan 
kehendak para pihak.  
e. Dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak 
dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding untuk memilih mediasi dari 
daftar mediator yang dimiliki pengadilan atau mediator diluar daftar 
pengadilan. Pasal 4 (1) 
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f. Jika tidak dapat bersepakat maka para pihak wajib memilih mediator dari 
daftar mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri. (Pasal 4 (2). 
g. Dan jika hal ini juga tidak dapat disepakati oleh para pihak, maka Ketua 
Majelis yang akan menunjuk mediator dari daftar mediator dengan suatu 
penetapan. Pasal 4 (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Tahap Mediasi 
a. Proses mediasi yang menggunakan mediator diluar daftar mediator yang 
dimiliki oleh Pengadilan Negeri berlangsung paling lama 30 hari kerja. Pasal 
5 (1). 
TAHAP PRA MEDIASI 
Surat 
Gugatan 
Diberikan kepada 
Panitera PN 
Membayar ongkos 
perkara 
Panitera memberikan 
surat gugatan kepada 
KPN 
Diberi No. Register 
Perkara 
KPN menunjukkan 
Majelis Hakim 
Penentuan Hari 
Sidang 
Hari Pertama Sidang (Hakim 
mewajibkan para pihak menempuh 
mediasi) Pasal 3 
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b. Proses mediasi di Pengadilan.  
Dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan 
mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat 
duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal yang terkait 
dengan sengketa kepada mediator dan para pihak (Pasal 8). 
c. Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan (Pasal 9 ayat (1))  
d. Dimana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya (ayat 2). 
e. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. (Pasal 9 (3).  
f. Proses mediasi pada dasarnya bersifat rahasia. Dengan hasil akhir tercapainya 
kesepakatan atau ketidaksepakatan, proses mediasi berlangsung paling lama 
22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Pasal 9 
(5). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
PROSES MEDIASI 
PUTUSAN 
SEPAKAT 
TIDAK 
SEPAKAT 
MEDIATOR 
LUAR 
SIDANG 
AKTA PERDAMAIAN 
SEPAKAT TIDAK 
SEPAKAT 
MEDIATOR 
HAKIM/NON 
HAKIM 
MAJELIS HAKIM 
KPN 
GUGATAN 
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III. Tahap Akhir  
a. Jika tercapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan 
secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. 
Pasal 11 ayat (1).  
b. Kesepakatan wajib memuat klausula pencabutan perkara atau pernyataan 
perkara telah selesai. Pasal 11 ayat (2).  
c. Dan wajib menghadap kembali pada hakim pada hari sidang yang telah 
ditentukan untuk memberitahukan telah tercapainya kesepakatan. Pasal 11 
ayat (4).  
d. Hakim kemudian mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu akta 
perdamaian. Pasal 11 ayat (5). 
e. Jika tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediator menyatakan secara 
tertulis bahwa proses mediasi gagal dan memberitahukannya kepada hakim, 
yang kemudian akan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut (Pasal 12). 
f. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruangan Pengadilan dan oleh mediator 
Hakim tidak dikenakan biaya, sedangkan apabila para pihak memilih 
penyelenggaraan ditempat lain dan mediator bukan hakim pembiayaan 
dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan (Pasal 15). 
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Dilaporkan kepada  
 Mejelis Hakim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses Mediasi yang Berhasil 
Pembuatan Akta 
Perdamaian, Ps. 11 
Kesepakatan Berhasil 
dicapai Oleh para Pihak, 
Ps. 11 
Dapat mengundang  
Ahli, Ps. 10 
Tahap Pra Mediasi, Ps. 3 
Pemilihan Mediator, Ps. 4 
Penyerahan Dokumen,Ps. 8 
Pertemuan Mediasi, Ps. 9 
Kaukus, 
Jika Perlu, Ps. 9 
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Dilaporkan kepada 
Mejelis Hakim 
Proses Mediasi yang Gagal / Deadlock 
Pemilihan Mediator, Ps. 4 
Hakim melanjutkan 
pemeriksaan perkara 
Jika dalam batas waktu 
yang telah ditetapkan, tidak 
tercapai kata sepakat maka 
mediasi wajib dinyatakan 
gagal oleh mediator 
Dapat mengundang  
Ahli, Ps. 10 
Penyerahan Dokumen, 
Ps. 8 
Pertemuan Mediasi, Ps. 9 
Kaukus, 
Jika Perlu, Ps. 9 
Tahap Pra Mediasi, Ps. 3 
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H. Putusan Perdamaian, Mamfaat dan Kendala-kendala yang dihadapi 
1. Syarat Formil Putusan Pengadilan 
a. Persetujuan kedua belah pihak 
Kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama menyetujui dengan suka 
rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan mesti murni datang dari kedua belah 
pihak. Artinya, persetujuan ini bukan kehendak sepihak atau kehendak hakim. 
Dalam hal ini berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam 
pasal 1320 KUHPerdata, yakni:45 
(1) Adanya kata sepakat secara suka rela. 
(2) Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan. 
(3) Objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu. 
(4) Berdasarkan alasan yang diperbolehkan. 
b. Putusan perdamaian 
Putusan perdamaian harus benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi di 
antara pihak-pihak yang berperkara. Putusan perdamaian hendaklah dibuat dengan 
memenuhi unsur-unsur persetujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 
KUHPerdata. Sehubungan dengan hal ini pasal 1851 KUHPerdata 
memperingatkan bahwa putusan perdamaian hendaklah meliputi keseluruhan 
sengketa yang diperkarakan, dalam arti mengakhiri sengketa atau mencegah 
                                                 
45 Lihat KUHPerdata pasal 1320 
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timbul lagi sengketa di pengadilan dalam persoalan atau kasus yang sama.46 
c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada 
Putusan perdamaian tidak hanya dilahirkan dari sengketa perkara yang 
sudah diperiksa atau yang masih tergantug di pengadilan, namun putusan 
pengadilan juga dapat dilahirkan dari suatu persengketaan perdata yang belum 
diajukan pengadilan. 
d. Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis 
Syarat formil paling pokok bagi persetujuan perdamaian adalah bentuk 
tertulis. Persetujuan perdamaian tidak sah jika dibuat secara lisan, sahnya 
persetujuan jika dibuat secara tertulis. Dan syarat ini bersifat imperative. 
2. Manfaat Perdamaian dalam Gugatan Perdata 
Apabila majelis hakim berhasil medamaikan pihak-pihak yang berperkara, 
maka dibuatlah keputusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam pasal 1851 
KUHPerdata, pasal 130 HIR, dan pasal 154RBg. dari ketentun pasal-pasal tersebut 
dapat disimpulkan bahwa ada beberapa mamfaat yang dapat diperoleh jika 
perdamaian berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, hakim dapat mengadili suatu 
perkara yang diajukan kepadanya, diharap berperan aktif untuk melaksanakan 
perdamaian pada pihak-pihak yang berperkara. Usaha perdamaian itu haruslah 
dilaksanakan seoptimal mungkin, sehingga dengan demikian perselisihan diantara 
pihak-pihak yang berperkara dapat berakhir tanpa ada permusuhan. 
                                                 
46 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta 
: Kencana, 2008), h. 155 
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Sehubungan dengan hal tersebut diatas, ada beberapa mamfaat yang dapat 
diambil dari wujud perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan perdamaian, 
yaitu:47 
a. Mempunyai kekuatan hukum tetap 
Dalam pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa semua putusan 
perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis hakim mempunyai kekuatan 
hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. 
Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan 
mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh 
putusan perdamaian itu. 
b. Tertutup upaya banding dan kasasi 
Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa putusan perdamaian itu  adalah 
sama nilainya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti terhadap putusan perdamaian itu 
tertutup upaya banding dan kasasi. Ketentuan ini mengandung pengertian 
bahwa putusan perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan 
perdamaian maka sudah melekat bahwa putusan perdamaian itu adalah pasti 
dan tidak ada penafsiran lagi, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta 
oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu. 
c. Memiliki kekuatan eksekutorial 
Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majelis hakim 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum 
eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian. Nilai daripada putusan 
perdamaian itu adalah sama dengan putusan pengadilan biasa yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan tingkat penghabisan. 
 
3. Kendala-kendala yang dihadapi 
Ada banyak keuntungan yang bisa dipetik jika menyelesaikan perkara secara 
Mediasi yakni selain waktunya singkat dan biayanya murah juga prosesnya berlaku 
universal tidak seperti litigasi yang terbatasi pada sistem dan mekanisme yang dianut. 
Namun demikian, sekalipun benar bahwa proses penyelesaian perkara melalui 
                                                 
47 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 159-
162 
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Mediasi di Indonesia bukanlah hal aneh sebab secara kultural telah lama mengenal, 
menganut dan menjalankan proses “Musyawarah untuk mencapai mufakat”  faktanya 
memang beda dibanding Alternatif Dispute Resolusion (ADR) yang berkembang 
belakangan ini. Begitupun penyelesaian perkara secara damai baik berdasarkan 
SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Instruksi Mahkamah Agung RI, maupun 
berdasarkan PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 
yang merupakan penyempurnaannya tentu memiliki karakteristik yang berbeda pula 
karena bersifat kebaruan/kekinian mengingat proses dimaksud dipandang baru maka 
kendala yang akan timbul adalah pemerataan pemahaman (terutama secara teknis dan 
metoda) baik dikalangan para pihak pencari keadilan, para Hakim dan Advokat. 
Secara ringkas permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan  
penerapan PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
dimaksud meliputi antara lain : 
a. Menyangkut peraturan hukumnya dimana kedudukan hukum penyelesaian 
sengketa melalui mediasi masih berupa SEMA dan PERMA yang masih 
dianggap oleh sebagian orang lebih rendah kedudukannya dibanding HIR/R.BG 
yang setara dengan Undang-Undang, karena itu berpotensi untuk 
dikesampingkan dan diabaikan. 
b. Menyangkut aparat pelaksananya,  terbentur pada soal pemahaman yang 
heterogen dan perbedaan pandangan, padahal PERMA No.02 Tahun 2003 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan bagian dari proses 
Peradilan. 
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c. Menyangkut aspek ekonomi dengan ditempuhnya proses penyelesaian perkara 
melalui mediasi berdasarkan PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan, maka prosesnya lebih singkat, penyelesaian lebih cepat 
dan tidak terjebak birokrasi tentu akan berpengaruh pada keadaan terjadinya 
efisiensi biaya bagi para pihak disamping efektif dan efisien mencapai sasaran 
penyelesaian jika saja semua pihak dapat bertindak profesional dan proposional. 
d. Permasalahan yang juga penting dicermati adalah menyangkut tempat mediasi; 
menurut PERMA No. 02 Tahun 2003 (pasal 15 ayat 1 jo ayat 4) untuk 
keperluan proses mediasi bisa digunakan  ruang di pengadilan dan untuk itu 
tidak dipungut biaya; faktanya, karena terbatasnya dana belum semua 
Pengadilan Negeri mempunyai ruang khusus mediasi, hal ini sering proses 
mediasi terpaksa dilangsungkan di ruangan seadanya. 
Adapun solusi yang dapat diambil untuk keluar dan mengatasi kendala-
kendala tersebut menurut hemat penulis bisa dilakukan dan atau ditempuh melalui 
cara antara lain percepatan pemahaman dengan cara sosialisasi yang rutin dan 
berkesinambungan, sedangkan untuk mengatasi kendala skills bagi para Mediator 
bisa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, sementara untuk calon Mediator 
hendaknya diatasi dengan cara dimasukannya program mediasi kedalam kurikulum 
pendidikan tinggi sehingga satu saat pada waktunya dapat diperoleh calon Mediator 
unggulan yang multi keahlian, dalam pemahaman penulis perlu segera dibuatkan 
standard khusus mediator, atau pendidikan secara formal setara dengan program 
spesialisasi. 
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan 
pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi 
berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.  Terkait dengan penelitian 
yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research). Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif 
deskriptif, yaitu penelitian yang akan menjelaskan Penyelesaian Sengketa Tanah 
Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone kelas 1 B). 
Di katakan penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini yang ingin di 
peroleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan 
memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh pada 
berbagai variabel.  Serta mencari informasi yang akurat dan mencari fakta-fakta yang 
terjadi di lapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B 
Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, penunjukan secara 
purposive (langsung), dengan pertimbangan pemilihan lokasi adalah pengadilan ini 
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sudah menangani banyaknya kasus/masalah-masalah yang terkait dengan kasus 
perceraian dan sebagainya, namun didalam penanganan mediasi yang menjadi 
sasaran yang tepat untuk diteliti, hal tersebut dikarekan banyaknya proses mediasi 
tidak berhasil, maka penulis tertarik meneliti soal mediasi ini. 
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelititan ini adalah 
pendekatan yuridis (hukum). Yakni Pendekatan yuridis yaitu suatu metode 
atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku 
yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. Undang-Undang yang 
dipakai pada skripsi ini, yakni: 
a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:
c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 
Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
d. Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
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f. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan.
C. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
1) Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber.
2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, 
Undang-Undang, majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang di 
anggap relevan dengan sasaran penelitian. Data ini juga diperoleh dari 
dokumentasi yang dimiliki dari Pengadilan Agama sesuai bahan yang di 
butuhkan dalam penelitian ini.  Setelah data yang di peroleh terkumpul, 
selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengolahan data, dan analisis data.
b. Sumber Data
Sumber data yang diperolah yakni berupa data primer yang dimana 
sejumlah responden yang disebut Narasumber Penelitian. Narasumber ini 
diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau 
kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan 
objek penelitian. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan 
narasumber antara lain: 
1) Purposive Sampling Technique 
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adalah cara penentuan sejumlah narasumber sebelum penelitian 
dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan 
narasumber serta informasi apa yang diinginkan dari masing-masing 
narasumber. Narasumber yang akan memberikan informasinya di Pengadilan 
Agama Watampone, Kab. Bone.
2) Snow Ball Technique 
Adalah cara penentuan narasumber dari satu narasumber ke 
narasumber lainnya yang dilakukan pada saat penelitian dilaksanakan, 
hingga dicapai sejumlah narasumber yang dianggap telah merepresentasikan 
berbagai informasi atau keterangan yang diperlukan. 
D. Metode  Pengumpulan Data Penelitian
Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:
a. Penelitian Pustaka (liberary research)
Yaitu penelitian yang menghimpun data atau informasi dengan membaca dan 
mencatat sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau pada tempat lain 
pada sebuah daftar bahan pustaka.
b. Penelitian lapangan.
Dilihat dari cara mendapatkan informasi, penelitian ini termasuk penelitian 
lapangan (fiel research), yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara 
konsep atau teori dengan praktek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
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Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data 
dapat ditingkatkan kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid. Untuk 
mempermudah dalam menganalisa data.
Berdasarkan hal diatas maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data 
sebagai berikut:
1) Wawancara atau interviu terpimpin
Wawancara atau interviu terpimpin  dilakukan dengan cara mewawancarai 
beberapa hakim yang bertugas pada lingkup Pengadilan Agama Watampone.
2) Dokumentasi
Dokumentasi/pengumpulan  data yang diperoleh langsung dari Pengadilan 
Agama Watampone.
E. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi intrumen atau alat penelitian adalah 
penelitian sendiri. Penelitian sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, yakni mencari informasi secara langsung kepada hakim mediator di 
Pengadilan Watampone agar mendapatkan informasi lebih lanjut akan Penyelesaian 
Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi di Pengadilan tersebut. Dengan tujuan 
melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data 
dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya.  Agar validitas hasil penelitian bisa 
bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data. 
Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:
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a. Panduan observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 
pengumpulan data  pada peroses penelitian.
b. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang 
dipakai dalam mengumpulkan data.
c. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau 
arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian.
F. Teknik Pengelolaan Data
Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pengolahan 
kualitatif dengan cara: 
a. Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
b. Penyajian data, yaitu menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam sejumlah matriks yang diinginkan.
c. Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari simpulan atas data yang di reduksi 
dan di sajikan.
setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Maka data-data tersebut akan dianalisa kedalam analisis kualitatif yang 
merupakan teknik pengelolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam 
rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan analisis teoritik. 
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BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone
1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  45 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di luar Jawa dan Madura 
Ps.1, maka Pengadilan Agama Watampone terbentuk pada tanggal 1 Januari 1958 
Vide Instelling Besluit Menteri Agama dan juga memenuhi Mission Departemen 
Agama termasuk Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Watampone di Sulawesi 
pada waktu itu. 
Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 1 
Januari 1958. Ketua Pengadilan Agama Watampone saat itu adalah K.H.Abdullah 
Syamsuri dengan tenaga personill sebagai berikut: 
1.   H. Muh. Yusuf Hamid;
2.   H. Abd. Hamid Djabbar;
3.   H. Hamsah Mappa;
4.   H.Muh.Said Syamsuddin.
Personil tersebut diangkat secara kolektif dengan SK. Menteri Agama Nomor 
:B/VI/1-66/6278 tanggal 15 November 1958, dimana pada saat itu berkantor pada 
sebuah rumah pinjaman di Jalan Damai Watampone selama satu tahun lamanya, 
yaitu pada tahun 1958. Pada tahun 1959 pindah ke sebuah kantor milik Pengadilan 
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Agama/Mahkamah Syariah di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5 sampai tahun 1980 
dengan tenaga personil 9 orang. 
Pada tanggal 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor 
di Jalan Bajoe, bersamaan diresmikannya gedung baru Pengadilan Agama 
Watampone pada tanggal 22 Maret 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama. 
Pada tanggal 27 Agustus 2008, Pengadilan Agama Watampone pindah 
berkantor di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A yang diresmikan oleh Wakil 
Ketua Mahkamah Agung RI, hingga kini memiliki personil 56 orang. 
Pengadilan Agama Watampone Yang Merupakan Pengadilan Tingkat 
Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan 
perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: 
Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah 
sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Disamping tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Watampone mempunyai 
fungsi antara lain sebagai berikut:
 Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan 
perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat 
pertama (pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan).
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 Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk 
kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut 
teknis, yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/ perlengkapan, 
kepegawaian, dan pembangunan (pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 - KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006)
 Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan 
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, 
Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 
dengan seksama dan sewajarnya (pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) dan terhadap 
pelaksanaan administrasi umum kesekertariatan serta pembangunan (KMA 
Nomor : KMA/080/VIII/2006)
 Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 
islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan)
 Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, 
persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan 
umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada 
Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat 
82
kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah 
sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama jo. pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 
UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Ketua PA. Watampone dari tahun ke tahun seperti yang dikutip dari website 
PA. Watampone sebagai berikut: 
a. K. H. Abdullah Syamsuri (1958-1979);
b. K. H. Abdul Hamid Djabbar (1979-1985);
c. Drs. H. Hamdan, SH (1985-1992);
d. Drs. M. Ihsan Yusuf (1992-1997);
e. Drs. H. Muslimin Simar,SH.,MH (1997-2002);
f. Drs. H. Abuhuraerah,SH.,MH (2004-2008);
g. Drs. H. Muhammad Yanas, SH.,MH (2008-2010);
h. Drs. Muh. Husain Shaleh, SH (2012-2013);
i. Drs. H. M. Yusar Husein, M.H. (2013 s/d Sekarang).
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone
a.  Alamat dan Wilayah Hukum PA. Watampone 
Awal pendirian Pengadilan Agama (PA) berkantor pada sebuah rumah 
pinjaman di Jalan Damai Watampone selama satu tahun lamanya, yaitu pada tahun 
1958. Pada tahun 1959 pindah ke sebuah kantor milik Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syariah di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5 sampai tahun 1980. Pada tanggal 22 
Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Bajoe, 
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bersamaan diresmikannya gedung baru Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 
22 Maret 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama. Pada tanggal 27 Agustus 
2008, Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Laksamana Yos 
Sudarso No. 49 A yang diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. 
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan / Desa seluruh wilayah hukum Pengadilan 
Agama Watampone adalah 27 Kecamatan dan  372 Desa / Kelurahan yakni sebagai 
berikut:  
Tabel 1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone
NO. KECAMATAN DESA/KELURAHAN JARAK DARI KOTA WATAMPONE
 1.
2.
3. 
4.
5.
6.
7.
Tanete Riattang
Tanete Riattang Timur 
Tanete Riattang Barat 
Awangpone 
Barebbo 
 Palakka
Tellu Siattinge
7 Kelurahan
8 Kelurahan 
8 Kelurahan 
18 Desa 
18 Desa 
15 Desa 
17 Desa 
2 Kilometer
3 Kilometer
8 Kilometer
8 Kilometer
9 Kilometer
17 Kilometer
17 Kilometer
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. 
24.
25.
26.
27.
Cina
Sibulue
Ulaweng
Dua Boccoe
Cenrana
Amali
Mare
Tonra
Ponre
Ajangale
Lappariaja
Bengo
Salomekko
Lamuru
Libureng
Kajuara
Patimpeng
Tellu Limpoe
Kahu
 Bontocani
12 Desa
20 Desa
 15 Desa
 21 Desa
16 Desa
15 Desa 
19 Desa
11 Desa
9 Desa
14 Desa
9 Desa
9 Desa
8 Desa
12 Desa
20 Desa
18 Desa
10 Desa
11 Desa
20 Desa
11 Desa
18 Kilometer
18 Kilometer
22 Kilometer
28 Kilometer
30 Kilometer
35 Kilometer
35 Kilometer
45 Kilometer
45 Kilometer
48 Kilometer
55 Kilometer
57 Kilometer
60 Kilometer
65 Kilometer
72 Kilometer
73 Kilometer
75 Kilometer
80 Kilometer
90 Kilometer
110 Kilometer
Sumber data : Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015
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Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bone seluruhnya  berjumlah 705.717, 
dengan pengklasifikasian menurut agama sebagaimana table dibawah ini.
Tabel 2. Jumlah penduduk dilihat dari golongan agama di Kabupaten Bone 
Tahun  2015
NO AGAMA JUMLAH JIWA
1. Islam   701.045    Orang
2. Kristen Protestan      2.961    Orang
3. Kristen Katolik        543    Orang
4. Hindu        598    Orang
5. Budha          570    Orang
Sumber data : Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015.
Berdasarkan pada tabel tersebut di atas menujukkan bahwa dari keseluruhan 
jumlah penduduk di Kabupaten Bone masyarakat golongan yang beragama Islam 
menduduki jumlah tertinggi yaitu sejumlah 701.045 jiwa dari keseluruhan jumlah 
penduduk Kabupaten Bone. Bahwa berdasarkan data tersebut jika dihubungkan 
dengan  eksistensi Pengadilan Agama Watampone, maka jumlah penduduk yang 
mayoritas beragama Islam tersebut merupakan kekuatan bagi eksistensi dan 
kemajuan Pengadilan Agama Watampone Kelas I B dimana kita pahami bahwa 
kompetensi Pengadilan Agama Watampone Kelas I B berhubungan dengan 
masyarakat yang beragama Islam karena subyek hukumnya beragam Islam.
b. Visi dan Misi 
VISI :
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" MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG "
MISI :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan 
pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan 
efisien.
5. Mengupayakan tersedianya saran dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku"
Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama 
dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan 
yang terkendali.
Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone 
menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 
serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan 
hukum.
Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh 
tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, 
dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama 
yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan 
maupun instansi/lembaga lainnya
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c.  Struktur Organisasi 
Tabel 3. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Watampone 
Susunan Organisasi PA. Watampone tahun 2015:
Ketua : Drs. H. M. 
Yusar, M.H.
Wakil Ketua : Drs. Usman, 
S.H., M.H.
Hakim : 1. Fasiha 
Koda, S.H.
2. Hj. 
Sumrah, 
S.H.
3. Drs. H. 
Ahmad 
Jakar, 
M.H.
4. Drs. H. M. 
Ridwan 
Palla, S.H., 
M.H.
5. Drs. H. 
Amiruddin, 
M.H.
6. Drs. H. 
Kamaluddi
n, S.H.
7. Drs. H. M. 
Yahya
8. Dra. 
Narniati, 
S.H., M.H.
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9. Drs. M. 
Yunus K, 
S.H., M.H.
10. Drs. Hj. 
Munawwar
ah, S.H., 
M.H.
11. Dra. Hj. 
Andi Asni 
Hamzah, 
M.H.
12. Jamaluddin
, S.Ag., 
S.E., M.H.
Panitera/Sekretaris :  Kamaluddin, 
S.H., M.H.
Wakil Panitera :  Dra. Rosdiana
Wakil Sekretaris :  H. Andi Fajar 
Sjam 
Sawerilongi, 
S.E., M.Si.
Panitera Muda 
Gugatan
:  Dra. Hj. 
Munirah
Panitera Muda 
Permohonan
:  Dra. Muliati, 
M. Sy.
Panitera Muda 
Hukum
:  Drs. 
Jamaluddin 
Rahim & Ny
Panitera Pengganti :  Dra. Hunaena
 Dra. Hj. 
Rosmini
 Drs. Rustan, 
S.H.
 Dra. Wakiah
 Dra. ST. 
Naisyah
 Asmawi, 
S.Ag.
 Bintang, S.H.
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 Dra. Nuraeni
 Siti Jamilah, 
S.H.
 Haris, S.HI.
Jurusita :  Muhammad 
Suardi, S.H.
Jurusita Pengganti : Muhammad 
Suardi, S.H.
Fatiha Amin, 
S.H.
Sidim, S.H.
Ridmajayanti
, S.Sos.
Heriawati
Kasubbag Umum 
dan Kuangan
:  Nurhidayah, 
S.Ag..
Kasubbag 
Perencanaan, TI & 
Pelaporan
:  Maftukhah 
Mustafa, S.Kom
Kasubbag 
Kepegawaian dan 
Ortala
:  Hj. Asmah, 
S.H.
Staf :  Ummu 
Kalsum, 
S.HI.
 Jamaluddin, 
S.Ei
 Agustiawati, 
SE, SH
Karyawan 
Honorer
 Ahmad 
Amiruddin, 
S.Sy
 M. Amin 
Firdau S, 
S.Ei
 Farkhanuddi
n, S.H.
 Fathur 
Rahman, S. 
Sy
 Sitti Masyita 
Fajri, S.H.
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 Hasbi 
Sulaiman, 
S.H.
 Abd. 
Muhaimin, 
S.Fil
 Muskamal
 Risal
 Hermawati
 Hamdany 
Asis
 Iriani
 Saiful 
Amran
 Amir 
d.  Jumlah Perkara 
Adapun jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Watampone Tahun 
2015 adalah 2578 perkara. Mayoritas perkara kontentius (sengketa antara dua orang) 
1376 perkara dan minim perkara Volunter (tidak mengandung sengketa) adalah 1202 
perkara. Berikut gambaran jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama 
Watampone selama tahun 2015.
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Tabel 4
LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TAHUN 2015
Sumber: Data Perkara PA. Watampone Tahun 2015.
Dari tabel tersebut diatas kita dapat ketahui bahwa sumber daya manusia  di 
Pengadilan Agama Watampone di tahun 2015 begitu padat dan sibuk dengan 
berbagai macam perkara mulai dengan perkara cerai gugat yang lumayan banyak 
yaitu 1047 kasus, isbat nikah 945 kasus, cerai talak  297 kasus, dispensasi nikah 157 
kasus, penentuan ahli waris 91 kasus, kewarisan 19 kasus, perwalian 6 kasus, harta 
bersama 6 kasus, wali adhol 2 kasus, pembatalan perkawinan 2 kasus, penguasaan 
anak 1 kasus, pengangkatan anak 1 kasus, dan lain lain ada 4 kasus yang di terima di 
Pengadilan Agama Watampone. Tidak ada peningkatan drastis dari bulan ke bulan 
maupun penurunan dari bulan ke bulan namun perkara yang diterima berjumlah 
2578. Perkara yang paling banyak itu di ajukan oleh pihak perempuan dalam kasus 
cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak yang sejatinya diajukan oleh pihak laki-
laki.
Tabel 5
LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TAHUN 2015
Sumber: Data Perkara PA. Watampone Tahun 2015.
Berangkat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa perkara yang diputus pada 
Pengadilan Agama Watampone tahun 2015 setelah ditambah dengan sisa perkara 
tahun 2014 berjumlah 2583 perkara mulai dari perkara cerai gugat 918, isbat nikah 
834, cerai talak 230, gugur 146, penetapan ahli waris 84, tidak diterima 40, ditolak 
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37, kewarisan 12, harta bersama 5, perwalian 3, perwalian dan pengangkatan anak 
masing-masing 1, lain-lain 2 dan yang dicabut dalam artian bahwa perkara tersebut 
berhasil di mediasi dan menghasilkan putusan perdamaian adalah 118 perkara.ini 
membuktikan bahwa mediasi cukup efektif dalam memberikan jalan perdamaian 
tanpa melalui sidang dan mengeluarkan biaya oleh para pihak yang bersangkutan. 
Yang merupakan prestasi tersendiri bagi Pengadilan Agama Watampone yang 
berstatus kelas 1 B.
B. Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Pengadilan Agama 
Watampone Kelas 1B
Berbicara tentang mediasi tidak terlepas dari keterlibatan seorang mediator, 
dimana ada pihak yang berpendapat bahwa mediator dalam sengketa dapat pula 
berasal dari non hakim. Seorang mediator tidak mesti dari dari kalangan hakim tapi 
bisa juga dari advokat, paralegal, dosen, mahasiswa atau akademisi hukum serta 
orang yang dianggap cakap dalam hukum. Seseorang dapat dikatakan mediator 
apabila ia diminta untuk menjadi penengah dalam sebuah sengketa meskipun ia tidak 
memiliki sertifikat mediator dengan catatan sengketa tersebut di luar pengadilan  
yang dikenal dengan sebutan Ad-Hoc. PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur 
mediasi di Pengadilan, hanya mengatur tentang proses beracara di Pengadilan, 
sehingga para mediator yang ingin masuk ke Pengadilan pun harus memiliki 
sertifikat mediator yang diperoleh dari diklat yang diadakan oleh lembaga-lembaga 
yang telah memperoleh izin serta akreditasi dari Mahkamah Agung RI, salah satunya 
IICT (Indonesian Institute for Conflict Transformation).
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1. Proses Mediasi
Jamaluddin, S.Ag., SE., MH. mengatakan bahwa: 
“Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa diluar persidangan yang 
wajib diupayakan oleh para pihak dengan perintah hakim, akan tetapi bila 
upaya perdamaian ini gagal maka perkaranya wajib diajukan ketahap 
selanjutnya.”
Kemudian menurut Drs. M. Yahya, SH. Bahwa: 
“Mediasi sebagai upaya perdamaian yang ditawarkan oleh hakim yang 
bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih besar dari ketidakpuasan 
terhadap putusan majelis hakim.
Prosedur dan tahapan mediasi dalam perkara perdata pada umumnya, diatur 
dalam pasal 3 sampai pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 Jo 
PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di 
pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan 
mediasi. Tahapan pramediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran 
dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator 
sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.
Dalam pra mediasi, hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada para 
pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator yang tersedia di 
pengadilan atau menunjuk mediator di luar pengadilan. Dalam tahap pelaksanaan 
mediasi, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di 
Pengadilan memberikan limit waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan 
mediator yang disediakan pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator 
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diluar pengadilan. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di pengadilan 
diberikan waktu penyelenggaraan mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan 
atau penetapan penunjukan mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator 
di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 
hari kerja untuk menyelenggarakan mediasi.
Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan 
mediator, para pihak wajib menyerahkan fotocopy dokumen yang memuat duduk 
perkara, fotocopy surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan 
sengketa kepada mediator (pasal 8). 
Dokumen ini sangat penting bagi mediator untuk dipelajari duduk perkara, 
sehingga ia dapat menentukan faktor penyebab terjadinya sengketa antar para pihak. 
Jika mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari sejumlah 
dokumen dan surat dari para pihak, maka selanjutnya tugas mediator adalah 
menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa, guna 
menyelesaikan proses mediasi. Pada saat itulah mediator memberikan penjelasan 
mengenai posisi dirinya dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi 
terhadap sengketa mereka mengemukakan aturan mediasi yang dapat disepakati 
bersama dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada di 
tangan para pihak. Dalam proses mediasi tersebut para pihak dapat didampingi oleh 
kuasa hukumnya.
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Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk 
menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkn para pihak menemukan 
kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. 
Menurut Drs. Usman, SH, M.H. mengatakan bahwa :
“Pada sidang pertama, ketua majelis hakim diwajibkan memberi perintah 
kepada pihak yang bersengketa untuk menjalani proses mediasi, dimana proses 
mediasi ini bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Jika 
usaha mediasi berhasil mendamaikan para pihak, maka dibuatkanlah akta 
perdamaian yang isinya menghukum para pihak untuk memenuhi isi akta 
perdamaian yang telah dibuat diantara mereka.”
Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan 
hakim dan dapat dieksekusi apabila ada pihak yang tidak menaati isi perdamaian, 
maka pihak yang tidak menaati isi perdamaian tersebut dapat dimohonkan pelaksana 
eksekusi oleh pihak yang dirugikan kepada Pengadilan Agama. Eksekusi 
dilaksanakan sebagaimana menjalankan proses eksekusi putusan hakim lainnya.
Akta perdamaian hanya bisa dibuat dalam sengketa mengenai kebendaan saja 
yang memugkinkan untuk dieksekusi. Akta perdamaian dicatat dalam Register Induk 
Perkara yang bersangkutan pada kolom putusan.
Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi, maupun peninjauan 
kembali. Demikian pula terhadap akta perdamaian tersebut tidak dapat diajukan 
gugatan baru lagi. Hal ini diatur dalam pasal 56 ayat (2), 65, 82, 83 Undang-Undang  
No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 31, 32 PP No. 9/1975.
2. Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Pengadilan 
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Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam harus diselesaikan 
dengan suatu penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutus hubungan keluarga 
dan tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris 
dikemudian hari. Terkait itu, menurut hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa 
dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Jalur litigasi 
mengarah pada hukum acara yang berlaku yang penyelesaiannya melalui pengadilan. 
Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama . Ahli waris 
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa 
pembagian harta waris. Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa 
juga dapat diselesaikan di luar Pengadilan (non litigasi).
Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada 
kerangka peraturan Perundang-Undangan Negara, juga dipraktikkan dalam 
penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam 
masyarakat pada umumnya seperti sengketa keluarga, waris, batas tanah, dan 
masalah-masalah pidana seperti perkelahian dan pencurian barang dengan nilai-nilai 
relative kecil. 
Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri dari atas dua pihak yang 
bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (multiparties). Penyelesaian dapat 
dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima 
penyelesaian itu. Ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu 
mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (deadlock 
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stalemate). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir 
dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian 
hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para 
pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas. 
Adapun jumlah perkara kewarisan yang ditangani Pengadilan Agama 
Watampone selama tahun 2015 (Januari – Desember) yaitu 19 kasus. Dan perlu 
diketahui bahwa perkara yang dilakukan mediasi hanyalah perkara yang dihadiri 
kedua belah pihak. Untuk lebih jelasnya, akan di uraikan pada table berikut :
Tabel 6
JUMLAH PERKARA KEWARISAN
TAHUN 2015
N
O BULAN Kualifikasi Putusan
Dicabut 
/
Damai
Gugur Dikabulkan Ditolak TidakDiterima Dicoret
1. Januari - - - - - -
2. Februari - - - - - -
3. Maret 2 - 6 - 1 -
4. April 1 - 2 - 1 -
5. Mei 1 1 1 - - -
6. Juni - 1 1 - 1 -
7. Juli - - 1 - - -
8. Agustus - - 1 - 1 -
9. September - 1 2 - - -
10 Oktober - - - - 1 -
11 November - - - - 1 -
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12 Desember - - 3 - 1 -
JUMLAH 4 3 17 - 7 -
Sumber data : Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015.
Memperhatikan tabel tersebut yang menunjukkan perkara kewarisan yang ada 
di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2015 yang memiliki kualifikasi 
putusan diantarnya, dikabulkan 17 , tidak diterima 7, dicabut/damai 4, dan 3 perkara 
kewarisan digugurkan pada tahun tersebut. Dalam perkara kewarisan yang dimediasi 
di Pengadilan Agama Watampone dan berhasil mencabut putusannya pada tahun 
yang sama masih belum efektif di pengadilan tersebut dibandingkan dengan perkara 
keawarisan yang masuk atau bisa jadi karena kesadaran masyarakat yang kurang 
memahami keadaannya sebagai makhluk sosial yaitu tidak bisa hidup tanpa bantuan 
orang lain sekalipun itu adalah orang yang berperkara dengan dirinya.
Beberapa pendapat hakim mediator di Pengadilan Agama Watampone terkait 
penyelesaian sengketa waris melalui mediasi :
Drs. H. Kamaluddin, S.H. mengatakan bahwa: 
“Dalam persidangan pertama diwajibkan untuk melakukan mediasi. Lebih 
lanjut lagi dijelaskan, jika ada perkara masuk, khususnya tidak langsung 
teruskan ke mediator tapi di coba dulu menyelesaikan perkaranya. Setelah itu 
baru saya teruskan mediator.
Mediasi sifatnya tidak memaksa, Jika ada salah satu pihak yang tidak mau 
dimediasi, maka persidangan langsung dilanjutkan karena itu dianggap bahwa 
mediasi itu gagal. Karena orang tidak mau dimediasi itu artinya dia tidak punya 
niat untuk damai.
Jika terjadi kesepakatan itu biasanya pertama orang mencabut, ini 
tergantung kesepakatannya. Kemudian jika mereka mengajukan syarat-syarat 
seperti eksekutorial artinya bisa di eksekusi maka dia membuat akta 
perdamaian. Ini gunanya jika suatu saat nanti ada salah satu pihak yang 
melanggar bisa langsung di eksekusi.”
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Drs. M. Yahya S.H, mengatakan bahwa: 
“Mediasi baru dapat dilaksanakan setelah ada penunjukan mediator. Mediasi 
tetap dilakukan walau salah satu pihak tidak menginginkan adanya mediasi 
karena ini sudah ketetapan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 
tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama. Jika mediasi gagal maka 
mediator menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal, dan 
memberitahukan kepada hakim, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara 
tersebut.”
Jamaluddin, S.Ag., SE., MH. mengatakan bahwa: 
“Mediasi baru dapat dilaksanakan apabila pada sidang pertama ketua majelis 
telah memerintahkan untuk melakukan mediasi, dan telah menunjuk mediator 
untuk memediasi para pihak yang berperkara.”
Lebih lanjut lagi Drs. Usman, SH., M.H. mengatakan bahwa: 
“Mediasi pada hakikatnya dilaksanakan dengan bantuan seorang mediator, 
bertujuan untuk mendamaikan para pihak tanpa ada intervensi dari hakim 
maupun oleh pihak lain. Bila mediasi berhasil mendamaikan para pihak yang 
bersengketa maka isi dari hasil mediasi wajib dibuatkan akta perdamaian, dan 
penetapan dari ketua majelis hakim. Tetapi bilamana mediasi gagal maka 
hakim wajib melanjutkan proses persidangan selanjutnya. Jadi sesungguhnya 
mediasi dapat menghentikan proses pemeriksaan perkara oleh hakim bilamana 
tercapai perdamaian dalam proses mediasi sehingga hakim tidak perlu 
membuat keputusan hukum melainkan hanya perlu memeriksa isi dari hasil 
mediasi, jika isi dari hasil mediasi tersebut tidak timpang dan tidak melanggar 
hukum maka akan dibuatkan akta perdamaian, dan penetapan sebagai tindak 
lanjut pengakuan hasil mediasi dalam hukum.
Bilamana proses mediasi gagal maka mediator harus membuat laporan 
yang menyatakan bahwa mediasi gagal, dan laporan tersebut harus 
menyebutkan alasan gagalnya mediasi. Adapun alasan dikelompokkan menjadi 
2 (dua) yaitu:
a. Tidak layak mediasi, alasan ini digunakan bilamana salah satu pihak atau 
kuasa hukumnya tidak pernah sekalipun mengikuti mediasi walaupun telah 
dipanggil patut untuk mengikuti mediasi sebanyak dua kali, dan ketidak 
hadiran tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas.
b. Tidak adanya consensus diantara kedua belah pihak yang bersengketa, 
alasan ini digunakan bilamana mediasi telah dilaksanakan namun tidak 
tercapai kata sepakat untuk berdamai diantara kedua belah pihak yang 
bersengketa”
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Dari beberapa pendapat hakim mediator di atas hampir semuanya sama yang 
mengatakan bahwa mediasi dilaksanakan pada saat sidang pertama dan menunjuk 
mediator terlebih dahulu untuk proses mendamaikannya, bila mana keduannya 
sepakat untuk mencabut gugatannya maka mediasi dikatakan berhasil,  dan apabila 
telah masuk dalam proses mediasi namun ada salah satu pihak yang tidak 
menginginkan hal tersebut atau telah beberapa kali dipanggil secara patut dan tidak 
pernah hadir dalam proses mediasi tersebut, maka mediasi dikatakan gagal dan 
mediator  yang di tunjuk memberikan keterangan secara tertulis berkaitan dengan 
proses mediasi yang gagal karena tidak adanya kesepakatan diantara para pihak.
C. Implementasi dari Putusan Perdamaian yang Diberikan oleh Pengadilan 
Agama
Setelah adanya proses mediasi yang sampai kepada perdamaian maka 
terbentuklah akta perdamaian apabila para pihak menghendaki untuk di buat. 
Kekuatan hukum perdamaian telah di atur dalam PERMA, KUHPerdata, HIR/RBG, 
telah menjelaskan pada kekuatan hukum akta perdamaian ataupun sanksi bagi pihak 
yang melanggar tidak banyak para pihak yang melaksanakan perdamaian melalui 
mediasi yang sampai kepada perdamaian yang dituangkan didalam akta perdamaian. 
Para pihak lebih memilih berdamai dengan cara kekeluargaan karena hanya beberapa 
pihak saja yang membuat kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian yang 
datang ke Pengadilan Agama Watampone untuk meminta eksekusi terhadap pihak 
yang melanggar isi dari akta perdamaian yang telah disepakati.
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Akta perdamaian itu dapat mendukung asas cepat sederhana, karena tidak 
bisa dimintakan upaya hukum, sederhana langsung bisa dilaksanakan oleh 
pengadilan, dan tidak perlu ada panjar biaya dalam eksekusi atau upaya hukum.
Akta perdamaian merupakan perjanjian antara dua belah pihak yang mana 
mereka memintakan kekuatan hukum yang dibantu oleh mediator dalam menerima 
serta menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati. Putusan perdamaian 
mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana di uraikan dalam pasal 1858 KUH 
Perdata, pasal 130 HIR ayat (2) pasal 130 HIR ayat (3) sebagai berikut: 
“Pasal 130 ayat (2) HIR “jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, 
maka pada waktu sidang diperbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua 
belah pihak dihukuman akan menepati perjanjian yang di buat itu, surat mana 
akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa”.
“Pasal 130 ayat (3) HIR “putusan yang demikian tidak bisa di banding”.
Jika pasal-pasal tersebut di atas disimpulkan maka penjabarannya sebagai 
berikut:
a. Putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang meletakkan kekuatan hukum pada 
putusan perdamaian dalam Undang-Undang sendiri seperti dapat dilihat 
diatas.
b. Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi. Berbeda 
dengan persetujuan perdamaian yang berbentuk akta perdamaian yang dibuat 
para pihak diluar campur tangan pengadilan, terhadap akta perdamaian yang 
seperti itu para pihak masih bisa mengajukannya sebagai gugatan perkara. 
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Dengan pernyataan ini jelas bahwa putusan perdamaian yang tertutup upaya 
hukum banding dan kasasi.
c. Putusan perdamaian memiliki kekuatan hukum eksekusi, pada setiap putusan 
atau akta perdamaian melekat:
 Kekuatan hukum mengikat
Keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengandung kebenaran 
hukum bagi para pihak yang berperkara. Apabila dari gugatan bersifat 
contentiosa telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan, kemudian putusan 
telah memperoleh kekutan hukum tetap, putusan tersebut menjadi 
kebenaran hukum bagi pihak yang berperkara. Berbarengan dengan itu, 
putusan mengikat para pihak yang berperkara, terhadap orang yang 
mendapat hak dari mereka, dan terhadap ahli waris mereka.
  Kekuatan hukum eksekusi
Sifat atau asas yang lain yang terkandung dalam keputusan pengadilan 
yang berbentuk putusan adalah kekuatan eksekutorial. Apabila dalam 
putusan tercantum amar yang bersifat comdemnatoir, maka dalam 
putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Jika pihak yang tidak 
mau menaati putusan secara sukarela, putusan dapat dijalankan dengan 
paksa berdasarkan ketentuan pasal 195 HIR atau pasal 206 RBG.
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Putusan yang mengatur mengenai akta perdamaian diatur juga didalam 
KUHPerdata pasal 1858 ayat (1) perdamaian diantara para pihak sama 
kekuatannya seperti putusan yang penghabisan.
1. Kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi  dan sanksi bagi pihak yang 
melanggar
Pendapat para hakim di Pengadilan Agama Watampone mengenai kekuatan 
hukum yang dimiliki oleh akta perdamaian hasil mediasi sesuai dengan Undang-
Undang yang telah mengatur hal tersebut. Para hakim menggunakan dasar hukum 
untuk menguatkan pendapat mereka dengan menyebut pasal yang mengatur 
diantaranya pasal 1851 KUHPerdata yang berbunyi perdamaian adalah suatu 
perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau 
menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun 
mencegah timbulnya suatu perkara, dan pasal 130 HIR ayat (2) sebagaimana yang 
telah ditulis diatas, dan PERMA Nomor 1. Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di 
Pengadilan Agama, 1313 KUHPerdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lainnya atau 
lebih. Perdamaian para pihak-pihak yang berperkara merupakan tahap pertama yang 
harus dilaksanakan hakim dalam menyidangkan suatu perkara, peran hakim 
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang 
menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara  yang diadilinya. 
Hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan kekuasaan terhadap akta 
perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan mediator ketika kesepakatan itu 
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dibentuk. Akta perdamaian dibuat ketika mediasi telah mencapai kesepakatan antar 
dua belah pihak dan akta perdamaian juga dibuat dalam bentuk tulisan yang diputus 
oleh hakim. Kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian diatur dalam 
pasal 1858 KUHPerdata segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu 
kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan tidak dapat 
dibantah meski dengan kata khilaf ataupun salah satu pihak merasa dirugikan. Pasal 
tersebut memberikan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian.
Menurut Jamaluddin, S.Ag., SE., MH. terhadap kekuatan hukum atas akta 
perdamaian: 
“kekuatan hukum akta perdamaian dikuatkan dalam bentuk putusan yang 
mana putusan tersebut dimuat dalam akta perdamaian yang berbentuk surat 
perjanjian dari para pihak yang sepakat untuk membuat perjanjian tersebut 
dihadapan mediator. Kekuatan hukum akta perdamaian bersifat mengikat, 
sehingga tidak dapat lagi diajukan menjadi sebuah perkara apabila berbentuk 
dan dituangkan dalam akta perdamaian.
Putusan perdamaian atau akta perdamaian dimintakan kekuatan kepada 
majelis hakim, hukum pada kesepakatan perdamaian sama dengan perjanjian 
biasa yang hanya mengikat para pihak karena kesepakatan tersebut belum 
dimintakan kekuatan atau putusan kepada majelis hakim, dan ketika ada 
permasalahan lagi masih bisa diajukan menjadi perkara baru dan tidak dapat di 
eksekusi. Fungsi yang dimiliki akta perdamaian untuk para pihak salah satunya 
adalah sebagai bukti damai dan sebagai alat bukti perjanjian yang sah dan 
mengikat. Perkara yang bisa dibentuk dengan akta perdamaian hanya 
tercantum pada perkara non perceraian. Akan tetapi perkara perceraian sendiri 
tidak dapat dibuat didalam akta perdamaian karena apabila perkara perceraian 
dibuat dalam akta perdamaian dikemudian hari ada percekcokan kembali sudah 
tidak bisa diajukan kembali perkaranya ke Pengadilan dari ketentuan tersebut 
maka perkara perceraian apabila mencapai suatu kesepkatan cukup hanya 
mencabut perkaranya,”
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian perdamaian atau 
kesepakatan perdamaian tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan 
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kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kesepakatan perdamaian akan 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat saat telah menjadi akta perdamaian melalui 
putusan hakim dalam Pengadilan Agama. Untuk menjadi sebuah akta pedamaian, 
perjanjian atau kesepakatan perdamaian tersebut haruslah dimintakan kekuatan 
kepada majelis hakim seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jika kesepakatan ini 
masih belum berbentuk akta perdamaian, maka kekuatannya sangat lemah, karena 
kesepakatan tersebut hanya sebatas perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak, tanpa ada pengawasan oleh lembaga yang berwenang dalam hal itu. Dengan 
kata lain, jika suatu saat akan terjadi permasalahan mengenai isi kesepakatan, maka 
meskipun kesepakatan itu telah disetujui oleh mediator atau pihak ketiga netral 
lainnya, mediator itu tidak dapat langsung melakukan tindakan atas terjadinya 
permasalahan terhadap isi perjanjian, sehingga para pihak dapat memperkarakan 
kembali sengketa tersebut. Berbeda jika perjanjian atau kesepakatan perdamaian itu 
telah diajukan ke Pengadilan atau dimintakan penguatan dari majelis hakim di 
Pengadilan Agama, sehingga kedudukannya menjadi sebuah akta yang sama seperti 
putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat final itu.
Dengan demikian, jika terjadi permasalahan di kemudian hari mengenai isi 
akta perdamaian, Pengadilan Agama melalui panitera atau juru sita yang dipimpin 
oleh hakim  dapat langsung melakukan eksekusi terhadap isi akta perdamaian yang 
tidak dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan untuk memerhatikan nilai-nilai 
kemanusiaan dan keadilan. Mengenai eksekusi terhadap akta perdamaian, lain halnya 
jika berbicara mengenai perceraian. Perjanjian atau kesepakatan damai yang dapat 
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dimintakan kekuatan kepada pengadilan hanya untuk perkara non perceraian. 
Sedangkan untuk perkara perceraian hanya berbentuk persetujuan damai dengan 
dicabutnya gugatan cerai yang telah masuk di Pengadilan. Hal tersebut adalah untuk 
lebih melindungi keluarga yang bersangkutan. Maksudnya adalah, jika suatu saat 
salah satu pihak ingin mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Agama, maka 
diperbolehkan jika perceraian merupakan alternatif terakhir yang harus di tempuh 
oleh para pihak. Jika tidak, maka akan muncul berbagai mudharat bagi pihak-pihak 
tersebut. 
2. Proses Hukum Selanjutnya Setelah Adanya Akata Perdamaian
Dasar hukum yang memperkuat pendapat para hakim diatas menggunakan 
pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata menyatakan segala perdamaian di antara pihak yang 
bersangkutan mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat 
penghabisan. Jika akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat dan 
sampai pada kekuatan eksekusi, ini berarti bahwa adanya perkara baru yang 
menyangkut isi dari akta perdamaian dapat langsung dilakukan eksekusi oleh hakim 
melalui juru sita pengadilan.
Hal itu sesuai dengan pendapat Drs.H. Kamaluddin, SH., yang mengatakan: 
“Proses hukum ketika terjadi salah satu pihak mengingkari atau tidak 
memenuhi isi putusan akta perdamaian secara sukarela sebagaimana isi 
putusan akta perdamaian. Tidak  lagi diajukan perkara baru dan tidak 
mengulang sidang, akan tetapi langsung dapat dimintakan eksekusi pada 
putusan yang telah disepakati di dalam akta perdamaian. Hal tersebut sesuai 
dengan kekuatan hukum eksekutorial pada putusan akta perdamaian 
sebagaimana kekuatan pasal 130 ayat (2) HIR.”
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D. Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa 
Warisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B
Secara subtansi, mediasi dalam perkara warisan di Pengadilan Agama 
Watampone Kelas 1B dijalankan secara sungguh-sungguh, namun hasil yang di capai 
kurang efektif karena banyak faktor-faktor yang menjadi kendala mediasi antara lain 
sebagai berikut:
1. Kurangnya antusias dari para pihak untuk dimediasi
Ada juga para pihak yang pada awalnya terkesan mempunyai respon yang 
bagus saat hakim memerintahkan untuk dilkukan mediasi, namun ternyata pada 
pelaksanaannya sulit, terlebih-lebih jika hubungan personal di antara mereka kurang 
harmonis. Ada pula pihak yang sedari awal bersikukuh menolak atau tidak ada 
kesediaan sama sekali untuk dimediasi, mereka benar-benar tidak ada kemauan sama 
sekali untuk bersungguh-sungguh mengupayakan damai.
Mediasi tidak bisa berjalan efektif apabila hanya ada satu pihak yang 
mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa. Pihak yang tidak beritikad 
baik dapat menggunakan mediasi sebagai taktik untuk mengulur waktu atau hanya 
untuk mendapatkan informasi demi keuntungan sendiri ketika kasus dilanjutkan ke 
persidangan.
Presentasi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Watampone 
Kelas 1B memang masih rendah, mengingat para pihak yang mengajukan perkara ke 
Pengadilan biasanya telah melakukan upaya-upaya perdamaian terlebih dahulu, 
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namun menemui kegagalan. Pada kasus-kasus perkara warisan hampir pada 
umumnya seperti itu, namun bukan berarti bahwa pada semua kasus perkara warisan 
telah tertutup celah untuk dilakukan perdamaian. Ada kalanya proses perdamaian 
yang dilakukan oleh para pihak tidak mampu menciptakan komunikasi yang baik 
dengan lawan sengketanya sehingga proses negosiasi tidak sempat terwujud atau 
karena tidak ada orang yang mampu memfasilitasi kepentingan para pihak dalam 
menuju proses perdamaian. 
Para pihak terkadang datang ke pertemuan mediasi menunjukkan sikap yang 
sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka menaruh harapan besar pada proses 
mediasi. Seringkali para pihak cemas, curiga kepada pihak lain, khawatir 
keprihatinan mereka tidak didengarkan, serta tidak memiliki penjelasan mengenai 
mediasi dan apa yang bisa diharapkan dari seorang mediator. Maka seorang mediator 
harus bisa menciptakan rasa aman melalui pengendalian situasi dalam memimpin 
pertemuan, sehingga tidak menimbulkan keraguan pra pihak. 
2. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa
Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, 
karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak/para 
pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Hal inilah yang sering 
terjadi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B sehingga berpengaruh pada 
minimnya jumlah perkara yang berhasil dimediasi.
Tidak sedikit tergugat yang absen di persidangan apakah sengaja atau tidak, 
yang menjadikan tidak dapatnya dilakukan proses mediasi yang dapat menjadi  
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proses penghalang penegakan hukum karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, 
bahkan bisa menjadi senjata jitu bagi orang-orang nakal untuk terhindar dari 
hukuman yang diberikan hakim. 
Kehadiran para pihak juga akan menunjukkan itikad baik dari para pihak 
dalam menempuh proses perdamaian, sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak 
mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka tidak dapat dipandang 
bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketanya 
secara damai. 
Seandainya di awal pertemuan tidak ditentukan jadwal pertemuan secara 
berkala, maka atas ketidakhadiran salah satu pihak, mediator harus meminta bantuan 
hakim pemeriksa perkara untuk memanggil secara patut dengan bantuan juru sita 
pengadilan, supaya para pihak tersebut hadir pada waktu dan tempat yang telah 
ditentukan. Jika setelah di lakukan dua kali panggilan secara patut, pihak tersebut 
tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka mediator wajib untuk menyatakan 
bahwa proses mediasinya telah gagal dan menyerahkan kembali perkaranya kepada 
majelis hakim yang menyidangkan perkaranya. Ketentuan seperti itu diatur untuk 
menghindari proses yang bertele-tele, jika para pihak memang tidak bersungguh-
sungguh untuk menempuh proses perdamaian.  
3. Tidak ada insentif dari Makhamah Agung
Para hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator di Pengadilan Agama 
Watampone Kelas 1B sejauh ini tidak pernah mendapat insentif dari Makhamah 
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Agung atas keberhasilannya dalam memediasi suatu perkara. Padahal dalam pasal 25 
ayat (1) PERMA Mediasi disebutkan  bahwa: 
“Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi 
dan insentif bagi Hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.” 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator, hakim memberikan motivasi 
kepada pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk melibatkan diri dalam proses 
perdamaian, pekerjaan atau profesi mediator merupakan bidang jasa yang tentunya 
memerlukan keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman khusus. Seorang 
mediator akan menjadi tempat menumpahkan semua persoalan jika para pihak 
menghadapi kesulitan. Mediator disini dengan kata lain menjalankan fungsi sebagai 
penasihat hukum dari kedua belah pihak secara berimbang. Mediator harus berusaha 
memenangkan kepentingan keduanya secara bersama-sama. Atas fungsi dan 
tanggung jawab tersebut, seorang mediator layak menerima bentuk penghargaan 
materi sebagai kontra prestasi atas pelayanan jasa yang telah dia berikan dari para 
pihak yang telah menunjukkan sebagai mediator dalam sengketa yang sedang 
dihadapi. 
4. Aturan dalam PERMA Mediasi yang kurang jelas dan terperinci
PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
mewajibkan semua perkara perdata kecuali yang dikecualikan dalam PERMA 
tersebut diwajibkan untuk menempuh mediasi (pasal 4). Menurut penyusun kriteria 
perkara yang dapat dimediasi juga harus dipertegas, dipersempit dan diperjelas 
karena dianggap menjadi beban hakim mediator dan beban bagi para pihak yang 
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bersengketa itu sendiri. Hal ini dikarenakan mereka harus menempuh mediasi yang 
membutuhkan waktu dan biaya. Terkait batasan-batasannya apa, itu memang harus 
dilakukan penelitian dengan seksama. Misalnya apakah ada keharusan para pihak 
membuat komitmen untuk berkooperasi karena negosiasi atau mediasi baru akan 
efektif kalau mereka mau menunjukkan sikap bekerjasama. Bila ari awal mereka 
tidak ada keinginan untuk ikut, maka hal itu akan sia-sia saja karena akan membuat 
proses mediasi menjadi panjang.  Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan 
mediasi yang ingin menyelesaikan sengketa secara cepat.
Selanjutnya pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan 
bahwa”
Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan 
pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 R.Bg yang 
mengakibatkan putusan batal demi hukum.” 
Dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 
1B, diperoleh sebuah kesimpulan mengapa dalam penyelesaian sengketa warisan 
melalui mediasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B masih kurang efektif, 
ini disebabkan beberapa faktor yaitu:
1. Para pihak tidak menghadiri proses mediasi
2. Adanya perbedaan prinsip dari para pihak yang bersengketa
3. Kurangnya keterbukaan antara para pihak kepada mediator yang dipercaya
4. Tidak adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa
5. Para pihak beranggapan proses yang dijalani memakan waktu dan berbelit-belit.
Dari yang tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa proses mediasi tentu 
peran aktif dari seorang mediator yang menjadi pihak ketiga atau netral. Sebelum 
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melakukan proses mediasi perlu diketahui aoakah para pihak yang berperkara 
mengetahui jalannya proses mediasi itu seperti apa, yang tentunya merupakan 
kewajiban dari seorang mediator untuk menginformasikan tentang proses mediasi 
tersebut.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan bahasan yang telah di urai dalam skripsi ini, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan, diantaranya:
1. Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Pengadilan Agama 
Watampone dilaksanakan pada saat sidang pertama dan menunjuk mediator 
terlebih dahulu untuk proses mendamaikannya, bila mana keduannya sepakat 
untuk mencabut gugatannya maka mediasi dikatakan berhasil,  dan apabila 
telah masuk dalam proses mediasi namun ada salah satu pihak yang tidak 
menginginkan hal tersebut atau telah beberapa kali dipanggil secara patut 
dan tidak pernah hadir dalam proses mediasi tersebut, maka mediasi 
dikatakan gagal dan mediator  yang di tunjuk memberikan keterangan secara 
tertulis berkaitan dengan proses mediasi yang gagal karena tidak adanya 
kesepakatan diantara para pihak.
2. Hasil mediasi yang dikuatkan dalam akta perdamain mempunyai tiga macam 
kekuatan hukum yaitu disamakan kekuatannya dengan kekuatan hukum 
tetap, mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan putusan akta perdamaian 
tidak dapat banding dan kasasi. Sanksi bagi para pihak yang melanggar isi 
perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati maka 
dapat langsung dimintakan eksekusi kepada Pengadilan.
3. Tingkat keberhasilan mediasi kurang efektif disebabkan karena para pihak 
belum sepenuhnya sadar dan tidak semua yang berperkara itu mempunyai 
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iktikad baik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Selain daripada 
itu masih terdapat banyak faktor seperti tidak adanya insentif dari Mahkamah 
Agung yang diberikan kepada hakim yang berhasil memediasi para pihak 
sehingga ini juga menentukan efektifitas mediasi kedepan. 
B. Impikasi Penelitian
1. Dengan adanya proses mediasi di Pengadilan di kehendaki adanya 
peningkatan dalam proses penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi. 
Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi 
berjalan maksimal, agar para pihak merasa puas.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap 
keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan 
Agama.
C. Saran
Untuk lebih mengefektifkan proses mediasi di Pengadilan Agama 
Watampone, di harapkan sistem ini lebih dioptimalkan pelaksanaannya dan di 
lakukan secara terencana dan sistematis sehingga para pihak yang bersengketa lebih 
yakin dan percaya, berdamai lebih baik dari pada melanjutkan proses hukum di 
persidangan, yang cukup memakan waktu dan biaya. Dalam hal ini diharapkan di 
dalam melaksanakan proses mediasi, selain sistematis, rasional, juga menggunakan 
metodologi serta pendekatan yang efektif.
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